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ABSTRAK

MUHAMMAD YUSRIL YUSUF (B11116310), Fakultas Hukum,
Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “Kewenangan Dewan
Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
Dalam Pemberian Izin Penyadapan, Penggeledahan Dan/Atau
Penyitaaan”. Di bawah bimbingan dan arahan Anshori llyas selaku
Pembimbing | dan Kasman Abdullah selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Dewan
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberian izin
penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian
hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan,
pendekatan historis, pendekatan konsep. Lokasi penilitan di Kantor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahan Hukum yang digunakan
terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan,
putusan hakim, risalah pembuatan undang-undang serta bahan hukum
sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, literatur-
literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan. Keseluruhan
bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan
secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Hadirnya Dewan
Pengawas dalam tubuh KPK jelas menghambat proses pemberantasan
tindak pidana korupsi, dikarenakan memperpanjang rantai birokrasi dalam
penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi dengan adanya instrumen
izin yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas
berhak menilai hasil gelar perkara untuk izin penyadapan dan memilah
atau memilih barang dan tempat yang akan disita dan digeledah untuk izin
penggeledahan dan penyitaan. Hal ini membuat Penyidik dapat
kehilangan alat bukti serta barang bukti karena adanya instrumen izin
tersebut. (2) Implikasi hukum atas kewenangan Dewan Pengawas KPK
dalam memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan,
penggeledahan dan/ atau penyitaan membuat kewenangan penyidik
menjadi kewenagan relatif, karena Penyidik KPK tidak bisa lagi melakukan
penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa ada izin terlebih
dahulu dari Dewan Pengawas KPK. Bahkan dilarang melakukan upaya
paksa tersebut. Alhasil, kewenangan Penyidik KPK dikendalikan oleh
Dewan Pengawas KPK itu sendiri. Kemudian, Dewan Pengawas KPK
dalam hal ini memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan,
penggeledahan dan/atau penyitaan menciptakan dua rezim pemberian
izin dalam hukum acara pidana yakni dengan izin Ketua pengadilan dan
Dewan Pengawas itu sendiri.

Kata Kunci: Dewan Pengawas KPK, lIzin, KPK, Penegakan Hukum,
Penyadapan, Penggeledahan, Penyitaan.
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ABSTRACT

MUHAMMAD YUSRIL YUSUF (B11116310), Faculty of Law, Universitas
Hasanuddin, with thesis titled: The Authority of Corruption Eradication
Committee (KPK) Supervisory Board to Grant or Not Granting
Permission of Wiretapping, Search and/or Confiscation under
supervision of Anshori llyas as main supervisor and Kasman Abdullah
as associate supervisor.

This research aimed to analyze the authority of KPK supervisory
board, in granting permission of wiretapping, search and confiscation.

Author used normative research with statute approach, historical
approach and conceptual approach. This research is conducted in the
office of KPK, legal material used in thins research is primary legal
material such as laws and regulations, verdict, treatise of legislation and
secondary legal material such as relevant books, journals, literatures,
documents and archives which obtained using library research.

This research shows that (1) the presence of KPK Supervisory
Board hinders the process of eradicating corruption, because it extends
the bureaucratic chain in law enforcement in anti-corruption law with the
existence of the Supervisory Board’s authority to grant permissions. KPK
Supervisory Board has the right to assess the outcome of an investigation
to give wiretapping permission, also the right to sort items and places for
search and confiscation. Because of this authority, the investigator might
lose evidence for the cases; and (2) the legal implication of KPK
Supervisory Board’s authority to grant or not granting permission of
wiretapping, search and confiscation makes the authority of KPK
investigators' become relative because KPK investigators can no longer
carry out wiretaps, searches and confiscations without prior permission
from KPK Supervisory Board and they even prohibited to make such
forced efforts. As a result, the authority of KPK investigators is controlled
by the Supervisory Board. Also, the authority of KPK Supervisory Board
creates two permission regimes in criminal procedural law along with the
permission of the Head of Court.

Keywords: KPK Supervisory Board, Permit, KPK, Law Enforcement,
Wiretapping, Search, Confiscation.
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
yang menjadikan segala puja dan puji patut atas karunia-Nya,
perlindungan terhadap hukum-Nya, jalan ke surga-Nya dan sarana untuk
melipatgandakan perbuatan baik-Nya, Sang Pengatur semesta alam.
Shalawat atas Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi teladan,
pengasih, suluh umat, serta keluarganya yang suci dan para sahabat setia
hadir sebagai taman segala kemuliaan yang penuh dengan hikmah, cinta,
pengetahuan, daya tarik spiritual dan lentera-lentera atas kegelapan
realitas yang menjadikannya kata-kata tak lagi bermakna atas keindahan

cahayanya.

Tak lupa pula Sang penyelamat akhir zaman, semoga dapat
menjadikan kita sebagai pengikutnya. Yang melaluinya adalah bukti dari
realitas sejarah yang tak terbantahkan sampai akhir zaman kelak sebagai
suatu fenomena dalam sejarah kemanusiaan. Semoga Allah SWT
senantiasa mencurahkan rahmat kepadanya, memberikan kedudukan
beliau sesuai dengan kesuciannya dan semoga kita semua dapat
memperoleh syafaatnya di akhirat kelak. Dan terakhir kepada para ulama
yang fagih dan beberapa filsuf barat serta muslim sehingga dapat
memberikan persoalan kemanusiaan dan perdamaian saat ini
berdasarkan bait-bait suci-Nya sehingga manusia tak lagi memiliki alasan

untuk tidak mengenali kebenaran realitas, semoga senantiasa beliau
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terjaga dalam lisan maupun perbuatannya dalam membimbing umat
manusia yang merdeka dan meniti perjalanan spiritual hingga dapat

merasakan nikmatnya kebahagiaan hakiki di sisi Allah SWT.

Tulisan ini sangat jauh dari kata sempurna dan harapan, karena
hanyalah satu referensi untuk menyelesaikan persoalan saat ini jika
relevan untuk dijadikan sumber penyelesaian masalah diantara berbagai
masalah yang belum selesai hingga saat ini. Semoga Allah meridhai
terhadap apa yang telah penulis lakukan yang berkaitan dengan skripsi ini
sebagai wujud terima kasih atas Diri-Nya Yang Maha Mutlak. Oleh karena
itu, penulis senantiasa membuka ruang kritik, saran, diskusi dan dialog
demi perkembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat secara

umum dan perbaikan hasil karya tugas akhir ini secara khusus.

Berhubung dengan beberapa hal, bahwa penulis mengucapkan
banyak terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, yakni
kepada Ayahanda Almarhum Muhammad Yusuf Sulo, S.Pd., MM. yang
tak sempat melihat anak pertamanya memperoleh gelar sarjana hukum, ia
adalah guru lahir kehidupan penulis, ialah motivator tersembunyi, yang
membesarkan tanpa keluh, mengajarkan kerja keras, menjadi contoh
semangat pantang menyerah, mengajarkan rendah hati dan tidak
sombong, kesederhanaan serta kasih sayang yang penulis dapat dari
beliau, tenanglah dalam kedamaian Sang Maha Kuasa Ayah. Dan Ibunda
Supiati yang senantiasa merawat, membimbing, mendidik, mengajarkan

kesabaran serta bertanggung jawab untuk terus mengejar mimpi yang



telah dicita-citakan. Terima kasih atas segalanya yang engkau telah

berikan kepada penulis sehingga saat ini dapat menyelesaikan tugas akhir

perkuliahan. Kepada saudara kandung penulis yang amat dicintainya,

Adinda Ayu Yusvitasari Yusuf dan Adinda Fitria Yusvitasari Yusuf yang

juga turut menyertai penulis melalui dorongannya untuk menyelesaikan

skripsi ini. Selain itu, penulis juga merasa perlu untuk mengucapkan

banyak terima kasih pula sedalam-dalamnya kepada:

1.

Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor
Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;

Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah
membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta
motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin;

Bapak Prof. Dr. Aminuddin Illmar, S.H., M.Hum, selaku Ketua
Departemen Hukum Tata Negara dan Ibu Eka Merdekawati Djafar,
S.H., M.H. selaku Sekretaris beserta jajarannya;

Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM. Selaku
Penasehat Akademik yang senantiasa menyempatkan waktu dan
memberikan pesan moril kepada penulis untuk menjadi penegak

hukum yang jujur dan adil.



. Bapak Dr. Anshori llyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing | yang
senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam
membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

. Bapak Dr. Kasman Abdullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Il yang
senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam
membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

. Dewan Penguji I, Bapak Prof. Dr. Ahcmad Ruslan, S.H., M.H.
terima kasih atas segala kritik dan sarannya yang begitu berharga
dalam penyusunan skripsi ini;

. Dewan Penguiji Il, Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. terima
kasih atas segala kritik dan sarannya yang begitu berharga dalam

penyusunan skripsi ini;

10.Bapak Laode Muhammad Syarif, S.H., LL.M., Ph.D mantan Wakil

Ketua KPK, terima kasih atas masukan serta bantuannya dalam

penyusunan skripsi ini;

11.lbu Albertina Ho, SH., M.H. Dewan Pengawas KPK, terima kasih

telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara terkait

objek penelitian penulis;

12.Abang Febri Diansyah, S.H. Mantan Biro Humas KPK, terima kasih

telah menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh penulis;

13.Sayyid Abdur Rahim Assegaf (Puang Makka) guru tareqgat penulis,

terima kasih telah mengajarkan cahaya iman dalam hati penulis

agar tetap berada di jalan yang benatr;
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14.Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H. selaku Dewan Pembina Pusaka-
HTN, terima kasih telah memasukkan nama penulis dalam
tulisannya “Hukum Tata Negara Indonesia” serta menjadi dosen
muda yang progresif dan teman berpikir yang baik;

15.Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan
administrasi selama penyusunan skripsi ini;

16.0ryza Nanda Aulia selaku manusia yang senantiasa mendukung
dan mendoakan penulis. Semoga segala kebaikan dan keberkahan
menyertai kita. Terima kasih untuk cinta, ketulusan serta
kesabarannya. Tetaplah jadi perempuan yang tangguh dan cerdas
dalam menyelami samudera ilmu pengetahuan, semoga yang
dicita-citakan secepatnya terwujud;

17.Senior-senior penulis, Kakanda Muh. Sarif Nur, S.H., Andi
Armansyah Akbar, S.H., Adnan CM, S.H., Andi Fajar Anas, S.H.,
Muh. Fairuz, S.H., Muh. Rayhan Ramadhan Hamdy, S.H., Thareq
Chairul Umam, S.H., Muh. Faisal, S.H., Hasbi Assidiqg, S.H., Muh.
Fauzi Ramadhan, S.H., Muhammad Tayyib, S.H., Andi
Kamridawati, S.H., serta senior-senior yang tak sempat penulis
sebutkan satu persatu.

18.Sahabat seperjuangan penulis, Rahmat Ayatullah Fakhruddin,
Asdar Ferry Salim, Royan Juliazkha C., Ahmad, Refki Novianto, AR

Bundu, Muh. Arfan, Hans Giovanni Sallata, Andi Zuldam, Andi
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Ryas, Abdul Salam, Erick, Amir Boko, Wawan, llham, Oji, Wahid,
Brenando, Mas Naufal, Abul Fadly, Aburizal Darwis, Gustavo
Pondaq, Fadillah Amaliah, Meriyanti Jaka, Safwa Annisa, Nesa,
Anif Laila, Nur Natasya Umar, Andi Dara Melda, Andi Faradillah S.,
Niswid, Andi Nur Indah, Lathifa. Terima kasih atas bantuannya
selama ini dan tetap ciptakan diskusi-diskusi demi kemaslahatan
negara, bangsa, serta rakyat Indonesia,

19. Junior-junior penulis llham Tammam, Awallta Tauda, Rifan, Atha
Mukarram, Arham Kahar, Akhsan, Satri, Lisa, Wanda, Aul, Pingkan
Lamba, Rimayun, Imam Mahdi, Ipe, Jo, Melisah, dan lain-lain yang
tidak sempat disebutkan satu persatu;

20.Sahabat Rimbas Muflih Abdul Azhim, Imam Noor Setiadi, Bagus
Setiawan, Yayat, Arif Nur, IG Nalanra, 1B Krisna Bayu, Fifi, Nanda,
Sinar, Reti, Anti, Ratna;

21.Sahabat Keluarga Cemara Raerah Argi S., Muhammad Fachril
Hakim, Hery Akbar, Erni, Andi Muhammad Idnan, Fadel
Muhammad, Imam Aprianto, Kevin Renaldo;

22.Kawan-kawan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum
univerisitas Hasanuddin Periode 2018-2019 vyang telah
membersamai penulis dalam kompleksitas kehidupan kampus;

23.Kawan-kawan Mahkamah Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin  Periode 2019-2020 yang telah

mengajarkan kepada penulis arti mempertahankan lembaga tinggi
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untuk menjamin check and balances Organisasi Mahasiswa
Fakultas Hukum Unhas;

24.Kawan-Kawan Lembaga Penalaran & Penulisan Karya Tulis lImiah
(LP2KI) Fakultas Hukum Unhas yang telah membersamai Penulis
dalam diskursus pembuatan karya ilmiah yang baik;

25.Kawan-Kawan Perhimpunan Studi dan Advokasi Demokrasi,
Hukum dan Hak Asasi Manusia (INSERSIUM) yang telah
menciptakan diskursus yang mapan tentang Hak Asasi manusia,
semoga tetap menjadi pembaharu di Fakultas Hukum Unhas;

26.Kawan-kawan Pusat Kajian & Penelitian (Pusaka) Hukum Tata
Negara Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin yang telah
mengajarkan penulis membangun sistem organisasi yang baru
terbentuk, semoga tetap eksis hingga nanti di masa yang akan
datang;

27.Kawan-Kawan Basic Training 109 Himpunan Mahasiswa Islam
Komisariat Fakultas Hukum Unhas yang menjadi wadah awal
penulis menyelami samudra ilmu pengetahuan;

28.Kawan-Kawan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND)
yang telah menciptakan diskursus ekonomi-politik yang progresif
bersama Penulis;

29.Keluarga Besar Diktum 2016, terima kasih atas pengalamannya
selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin;
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30.Keluarga Besar KKN Bone gelombang 102 khususnya posko Desa
Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue;

31.Tim Solution Creative yang menjadi wadah Penulis untuk
menyampaikan aspirasi serta ide-ide;

32.Kawan saya Jurnalis Tempo Nana Haibara, S. Kom & Jurnalis
Narasi Muslimin Nompo, S. Kom;

33.Terakhir, kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan

kalian.

Semoga Allah SWT senantiasa ridha dan memberi syafaat Rasul-
Nya di hari akhir kelak melalui segala manifestasi kebaikan dan kasih
sayang yang diberikan kepada penulis dengan penuh hikmat dan
kebijaksanaan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita
semua, terutama dalam perkembangan teori maupun praktik hukum di

Indonesia.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 4 November 2020

MUHAMMAD YUSRIL YUSUF
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan sejarah, pemikiran tentang pengorganisasian
kekuasaan berkembang sangat pesat. Sama halnya dengan variasi
struktur dan fungsi organisasi kekuasaan berkembang dalam beragam
bentuk. Berbagai macam corak dan bentuk dari struktur organisasi dari
suatu negara, tidak terlepas dari polittk kekuasaan yang
mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang
bersangkutan. Atas kepentingan yang berkembang secara dinamis, maka

corak negaranya juga berkembang dengan dinamikanya sendiri.t

Dalam teori kekuasaan, tergolong menjadi dua kategori besar yakni
organik dan mekanistik. Karya-karya Plato, Aristoteles dan Burke
merupakan perwujudan dari kategori pertama, sedangkan karya-karya
teoritisasi kontrak sosial mewakili jenis yang kedua. Teori organik
berpandangan bahwa kesatuan politik tubuh dirunut dari kecenderungan
khusus dalam diri manusia yang mendorongnya berasosiasi dengan orang
lain. Manusia sebagai makhluk rasional, menyadari bahwa kekuasaan
yang telah membuat hidup menjadi mungkin dan produktif bagi mereka.
Kesatuan moral atau sosial berhasil dari kehendak kolektif mereka untuk
berhubungan satu sama lain dan mengfungsikan diri sebagai anggota

masyarakat. Sedangkan teori mekanistik cenderung untuk mengabaikan

1 Made Nurmawati, 2017, Hukum Kelembagaan Negara, Universitas Udayana, Bali, him. 1



karakter sosial manusia dengan memandang kekuasaan sebagai sebuah
lembaga buatan yang didasarkan atas klaim-klaim individu. Teori ini
menganggap kekuasaan hanya sebagai sarana atau mesin yang muncul
sebagai akibat kesepakatan di antara para individu yang ingin
memuaskan keinginan-keinginan jangka pendek mereka dan tidak peduli
dengan tujuan-tujuan bersama mencakup anggota-anggota lain dari

kelompoknya.?

Di dalam diskursus mengenai lembaga negara tidak pernah lepas
hubungannya dengan kekuasaan. Sudah sangat populer perkataan Lord
Acton bahwa “power tends to corrupt, and absolute power corrupt
absolutely” yang berarti kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan
yang absolut mutlak korup. Oleh karenanya, dikenal istilah pembatasan
kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok Negara Hukum. Ide pembatasan
kekuasaan itu dianggap mutlak harus ada, karena sebelumnya kekuasaan
negara berpusat dan terkonsentrasi di tangan satu orang, yaitu ditangan
Raja atau Ratu yang memimpin negara secara turun-temurun. Dalam hal
ini, pemikir yang cukup berpengaruh dalam mengadakan perbedaan
fungsi-fungsi kekuasaan adalah Montesquieu dengan teori trias politica-
nya, dimana cabang kekuasaan dibagi menjadi kekuasaan eksekutif,
legislatif dan yudikatif.> Montesquieu dalam karyanya “The Sprit Of Laws”

sebenarnya mengikuti jalan pemikiran John Locke yang membagi tiga

2 Henry J. Schmandt, 2009, Filsafat Politik, Diterjemahkan oleh Ahmad Baidlowi dan Imam
Bahehaqi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, him. 16

3 JImly Asshiddigie, 2009, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, RajaGrafindo Persada, Kota
Depok, him. 282



kekuasaan negara dalam tiga cabang yaitu kekuasaan legislatif sebagai
pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan

undang-undang, dan yudikatif yang menegakkan atau menghakimi.*

Setiap lembaga negara harus diawasi, tidak boleh ada lembaga
negara yang kekuasaannya dibiarkan tanpa pengawasan, maka dari itu
kekuasaan wajib dikontrol. Persoalannya adalah bagaimana sistem
pengawasan itu dibangun? Siapa yang mengawasi? Bagaimana cara
pengawasannya? Dan kapan pengawasan itu dilakukan? Oleh karena
pengawasan diperlukan, pengawasan tanpa kejelasan justru akan
menimbulkan masalah, bukan solusi. Kekuasaan yang tanpa pengawasan
cenderung koruptif sedangkan kekuasaan dengan adanya pengawasan
cenderung mudah diintervensi dan berujung tidak efektifnya suatu

lembaga ataupun kekuasaan.®

Di dalam kelembagaan Negara Indonesia, dikenal tiga kelompok
lembaga negara yaitu lembaga negara yang ditentukan dalam UUD,
lembaga negara yang ditentukan dalam UU dan lembaga negara yang
ditentukan dalam Keputusan Presiden (Keppres). Kemudian dibagi
berdasarkan kedudukan dan fungsi menjadi lembaga-lembaga negara
yang utama (main state organs, principal state organs) dan lembaga

negara bantu (state auxiliary bodies). Lembaga negara yang termasuk

4 Ibid. him. 283

5> Indriyanto Seno Adji DKK, 2016, Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan
Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Corruption
Watch, Jakarta Selatan, him. 130



dalan lembaga negara utama yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil
Presiden, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan yang termasuk dalam
lembaga negara bantu diantaranya seperti Komisi Pemilihan Umum
(KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Ombudsman Nasional,
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komnas HAM, dan

seterusnya.®

Dengan perkembangan begitu pesat, bentuk keorganisasian
modern sekarang ini berdasarkan inovasi-inovasi yang tidak terelakkan, di
tengah keterbukaan yang muncul bersamaan dengan gelombang
demokratisasi di era reformasi di Indonesia yakni hadirnya kesadaran
yang kuat bahwa badan-badan tertentu seperti Organisasi Tentara,
Kepolisian, Kejaksaan Agung, serta Bank Sentral harus dikembangkan
secara independen. Ditingkat pertama yang merasakan kedudukan yang
independen adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), POLRI, Bank
Indonesia. Sedangkan ditingkat kedua, juga muncul perkembangan
dengan lembaga-lembaga khusus seperti Komnas HAM, KPU, KPK,
Komisi Ombudsman, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan lain
sebagainya. Komisi-komisi atau lembaga-lembaga semacam ini selalu

diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi-fungsi yang

6 Titik Triwulan Tutik, 2011, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD
1945, Kencana, Jakarta, him. 178



bersifat campurisasi, yaitu semi legislatif, semi regulatif, semi administratif,

bahkan semi yudikatif.”

Ada beberapa Lembaga Pengawasan yang dibentuk untuk
mengawasi beberapa Lembaga Negara, seperti Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas menangani pelanggaran
kode etik Penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).2 Kemudian, Mahkamah Kehormatan
Dewan (MKD) yakni alat kelengkapan DPR yang tujuan pembentukannya
untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat
DPR sebagai perwakilan rakyat.® Lalu, Komisi Yudisial (KY) yang
berperan dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka
melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang
transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran
martabat, serta menjaga perilaku hakim.® Serta Dewan Pengawas TVRI
yakni organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili
masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang
menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga
penyiaran publik.!? Tetapi, dari semua lembaga pengawasan tersebut
hanya mengawasi kinerja dari lembaga vyang diawasi, tidak

mengintervensi ke dalam tugas pokok dan fungsi dari lembaga yang

7 Ni’matul Huda, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Kota Depok, him.
240

8 Pasal 1 Ayat 24 UU No. 17 Tahun 2017

9 Pasal 119 Ayat 2 UU No. 17 Tahun 2014

10 Konsideran UU No. 22 Tahun 2004

11 pasal 1 Ayat 5 PP 13 Tahun 2005



diawasi dan ketika terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan

maupun pegawainya hanya diberikan sanksi administrasi.

Terkait dengan pengawasan, bagaimanakah mekanisme
pengawasan dalam lembaga maupun komisi independen terkhusus
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi? Yang mana KPK adalah
lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna
dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?
Apakah dengan pengawasan lembaga semacam KPK dapat menimbulkan
tidak efektifnya menjalankan tugas pemberantasan korupsi? Di mana
diketahui bahwa ciri khas independensi suatu lembaga atau komisi yakni
berada pada proses menjalan tugas dan wewenangnya. Meskipun
demikian, bukan berarti lembaga negara independen justru tidak boleh
diawasi. Justru karena sifatnya yang independen, maka pengawasan
semakin diperlukan, agar kewenangannya yang kuat dan strategis, tidak

disalahgunakan atas nama independensi institusi dan fungsinya.

Sebelum lahirnya Dewan Pengawas di dalam UU KPK Baru, KPK
sudah memiliki sistem pengawasan mulai dari pengawasan internal
hingga pengawasan eksternal. Sistem pengawasan internal yaitu Komite
Etik bagi pimpinan KPK yang diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun
2013 dan Bidang Pengawasan Internal bagi para pegawai KPK.
Sedangkan sistem pengawasan eksternal sebagaimana lembaga Negara
yang lain, keuangan KPK diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

dan persoalan penyadapan juga telah diawasi oleh Kementerian Kominfo.



Secara politik pula KPK melaporkan kinerjanya kepada rakyat melalui
Dewan Perwakilan Rakyat terkhusus mengenai kinerja KPK yang tidak
terkait dengan kasus hukum konkrit yang ditanganinya. Karena idealnya,
tidak boleh ada lembaga yang mengontrol kinerja penanganan kasus

KPK, termasuk DPR, kecuali lembaga peradilan.'?

Lembaga peradilan juga telah menjadi lembaga pengawas
eksternal yang telah melakukan kontrol terhadap kerja-kerja KPK. Semua
kinerja penegakan hukum yang dilakukan KPK sudah tepat dilakukan
fungsi kontrolnya oleh lembaga peradilan. Semua kewenangan
penegakan hukum yang sifatnya memaksa semacam penyadapan,
pengeledahan dan penyitaan dilaksanakan dengan terlebih dahulu

memperoleh izin dari Pengadilan.'?

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, model pengawasan
eksternal KPK mulai dari model pengawasan politik oleh DPR,
pengawasan keuangan oleh BPK, pengawasan kewenangan penyadapan
oleh Kemenkominfo, pengawasan kasus hukum konkrit oleh pengadilan,
semua telah berjalan baik atas kinerja KPK. Kemudian yang dipersoalkan
adalah apakah model pengawasan internal KPK melalui Komite Etik mesti
diubah menjadi Dewan Pengawas? Apakah Komite Etik yang saat ini
menjadi lembaga pengawasan internal sudah tidak berjalan efektif? Perlu

evaluasi mendalam untuk menjawab pertanyaan tersebut.

2 1bid. hlm. 139
13 Ibid. him. 141



Kemudian, pada tahun 2015 DPR RI memasukkan rencana Revisi
UU KPK dalam Prolegnas Prioritas 2015 bahkan rencana Prolegnas 2016.
Dimana wacana revisi UU KPK tersebut telah bergulir sejak tahun 2010
dan dimasukkan dalam Prolegnas prioritas pada tahun 2011. Namun,
pada tahun 2012 DPR RI menghentikan rencana pembahasan Revisi UU
KPK dan pada bulan yang sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menolak Revisi UU KPK tersebut. Adapun substansi UU KPK yang
berencana direvisi pada 2011 antara lain adalah kewenangan
penyadapan, kewenangan KPK mengeluarkan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP3), kewenangan KPK mengangkat penyelidik
dan penyidik mandiri, serta kewenangan melakukan penyitaan dan

penggeledahan.*

Dalam rancangan Revisi UU KPK tahun 2015 yang beredar di
publik, terdapat banyak substansi yang dianggap melemahkan KPK.
Terutama dengan adanya pembahasan tentang pembentukan Dewan
Pengawas KPK yang tidak ada di dalam rancangan tahun 2011. Akan
tetapi, wacana tersebut kembali dihentikan setelah Presiden Jokowi
menunda pembahasan Revisi UU KPK Prolegnas 2016 pada tanggal 22

Februari 2016.1°

Kemudian, pada tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat dan

Presiden Republik Indonesia sepakat untuk melakukan revisi terhadap

4 Ibid.,
5 Ibid. him. 10



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang telah resmi dilembarnegarakan dan berlaku sah. Meskipun menuai
penolakan masyarakat atas revisi UU KPK dan besarnya gelombang
demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia, pembahasannya tetap

berjalan di Senayan (DPR RI).

Resmi sudah berlakunya UU KPK yang baru, polemik soal
kewenangan lembaga antirasuah menjadi perbincangan di publik dan
menuai pro dan kontra. Karena, di dalam UU KPK yang baru ini, mengatur
mengenai Dewan Pengawas KPK yang berada pada BAB VA Pasal 37A
sampai dengan Pasal 37G. Dewan Pengawas KPK adalah pengawas
pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang terdiri dari 5 (lima) orang.
Dewan Pengawas memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Dewan

Pengawas bertugas:*®

a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi
Pemberantasan Korupsi;

b. Memberikan Izin atau tidak memberikan izin penyadapan,
penggeledahan, dan/atau penyitaan;

c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi

d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat
mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan
dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pelanggaran
ketentuan dalam Undang-Undang ini;

16 pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019



e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan
pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi; dan

f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.

(2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas
secara berkala 1 (satu) tahun.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan
Rakyat Indonesia.

Terkait dengan Dewan Pengawas KPK, dengan wewenang
memberikan I1zin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan,
dan/atau penyitaan ini menggeser konsep pengawasan menjadi konsep
kontrol pada pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Maka, ini sangat
terkait dengan independensi KPK yang dimana dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun. Apakah dengan hadirnya Dewan Pengawas KPK
tidak mempengaruhi kinerja dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?
Dan apakah dengan hadirnya Dewan Pengawas berimplikasi pada
pemberian izin upaya paksa seperti penyadapan, penggeledahan, dan
penyitaan oleh Pengadilan? Sedangkan Dewan Pengawas bukan
penegak hukum yang hanya bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan
wewenang KPK. Dengan hadirnya Dewan Pengawas KPK di dalam tubuh
KPK sangat dikhawatirkan akan menghambat upaya pemberantasan

tindak pidana korupsi.

Terkait dengan wewenang Dewan Pengawas KPK tersebut,

tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/ atau penyitaan termasuk

10



dalam rangkaian penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah
serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang.!” Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.!®
Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi
penyidikan. Maka, penyidikan hanya dapat dilakukan jika hasil

penyelidikan menunjukkan adanya perbuatan pidana.

Akan tetapi, Penyidik KPK dapat berasal dari Kepolisian,
Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang, dan Penyelidik KPK.*® Sedangkan Kejaksaan
wewenang untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam UU No. Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) pada Pasal
30 yang menjelaskan bahwa “Kejaksaan berwenang untuk melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
Sedangkan Kepolisian berdasarkan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

17 pasal 1 ayat 5 KUHAP
18 pasal 1 Ayat 2 KUHAP
19 pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019

11



wewenang Khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Oleh karena itu, bukan hanya Penyidik KPK yang melakukan peran dalam
proses penyelidikan dan penyidikan pada kasus tindak pidana korupsi.
Tetapi, baik Kejaksaan maupun Kepolisian punya peran juga dalam

proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana koruspi.

Pada tugas Dewan Pengawas poin (b) di atas, dalam melakukan
penyadapan, penggeledahan dan/ atau penyitaan oleh penyidik KPK, baru
boleh dilakukan ketika sudah mengantongi izin dari Dewan Pengawas
KPK yang diberikan setelah penyidik KPK mengajukan izin pada Dewan
Pengawas dalam bentuk tertulis dengan kurung waktu 1 x 24 (satu kali
dua puluh empat) jam. Sedangkan Kejaksaan dan Kepolisian memperoleh
izin dari Pengadilan setempat di mana akan dilakukan penyadapan,
penggeledahan, dan/ atau penyitaan. Bahkan, diberikan pengecualian

seperti yang dijelaskan dalam Pasal 34 dan 36 KUHAP yang berbunyi:

‘Dalam keadaan yang perlu dan mendesak bilamana penyidik
harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin
terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan.”

Hampir sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada
UU No. 30 Tahun 2002 yang berdasarkan atas dugaan yang kuat adanya
bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa
izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.?°

Sedangkan dalam UU No. 19 Tahun 2019 harus memperoleh izin dari

20 pasal 47 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002
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Dewan Pengawas KPK. Banyak yang beranggapan bahwa adanya
wewenang tersebut dapat menghambat proses kinerja KPK dalam
memberantas tindak pidana korupsi karena memperpanjang rantai
birokrasi dalam penanganan kasus korupsi yang membutuhkan
penanganan cepat, KPK juga dapat diintervensi melalui Dewan Pengawas
KPK karena dianggap sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah.
Bisa pula terjadi diskriminasi dalam pemberian izin yang melibatkan

keluarga, kerabat, bahkan partai dan lain-lain.

Tabel. 1

Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Ditanggani KPK
2004-2019
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Sumber: Kompas.id

Berdasarkan data diatas dimana kinerja KPK sebelum disahkannya
UU KPK baru, trend penanganan kasus korupsi tiap tahunnya
memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian menjadi
pertanyaan, apakah dengan hadirnya Dewan Pengawas KPK dengan
memiliki kewenangan memberikan izin atau tidak memberikan izin upaya

paksa seperti penyadapan, penggeledahan dan/ atau penyitaan dimana
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hal tersebut menjadi kewenangan Penyidik KPK akan memperlambat
proses penyelidikan dan penyidikan? Bahkan bisa terpahami bahwa
kewenangan melakukan upaya paksa tersebut bukan lagi kewenangan
mutlak, karena digantungkan kepada instrumen izin. Padahal kita ketahui
penanganan kasus korupsi membutuhkan waktu yang cepat untuk

mencari alat bukti demi terungkapnya kasus yang sedang ditangani KPK.

Tidak dapat dipungkiri pula, bahwa praktik penyadapan selama ini
menjadi salah satu instrumen yang diandalkan KPK dalam melakukan
penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam operasi tangkap tangan
(OTT). Indikasi tersebut didasarkan pada laporan tahunan 2018 sebanyak
121 orang ditetapkan tersangka yang didasarkan pada 30 (tiga puluh) kali
OTT.2t Meskipun penyadapan memberikan pengaruh yang baik dan
menciptakan keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,
pengaturan dan mekanismenya sebatas melalui peraturan internal KPK,
tanpa izin. Padahal penyadapan merupakan bagian dari tindakan pro

justisia yang bersifat mengurangi dan membatasi hak asasi manusia.

Tulisan ini hendak mengkaji kewenangan Dewan Pengawas KPK
dalam pemberian izin penyadapan, pengeledahan, dan/ atau penyitaan
yang dianggap dapat melemahkan kinerja KPK dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi dan Implikasi hukum apa yang timbul atas hadirnya

Dewan Pengawas KPK.

21 KPK, 2018, “Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018”, KPK, Jakarta, him.
64
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah  kewenangan  Dewan Pengawas  Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberian izin penyadapan,
penggeledahan, dan/ atau penyitaan dapat menghambat proses
pemberantasan tindak pidana korupsi?

2. Bagaimana implikasi hukum pelaksanaan wewenang pemberian
izin penyadapan, penggeledahan, dan/ atau penyitaan Dewan
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kewenangan Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberian izin penyadapan,
penggeledahan, dan/ atau penyitaan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum atas
pelaksanaan wewenang pemberian izin penyadapan,
penggeledahan, dan/ atau penyitaan Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)

D. Kegunaan Penelitian
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Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan/sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu
pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara
terkhusus yang berkaitan dengan Kewenangan Dewan Pengawas
KPK.

2. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan
konstruktif kritis, dan diharapkan melalui penulisan ini memberikan
sumbangsih dalam rangka memajukan hukum nasional dan juga
menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum tindak
pidana korupsi di Indonesia yang progresif kedepannya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Kewenangan Dewan Pengawas
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Pemberian
Izin Penyadapan, Penggeledahan Dan/Atau Penyitaan” adalah asli yang
dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu yang berkembang yang
dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum

tersebut.

Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian

terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian sebagai berikut:
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1. Apriliansyah Dinar Diando, Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.

a. Judul: Keabsahan Penyadapan Penggeledahan Dan Penyitaan

Oleh Penyidik KPK Tanpa Izin Dewan Pengawas.

b. Rumusan Masalah:

1)

2)

3)

Bagaimana perbedaan proses penyidikan tindak pidana
korupsi oleh KPK sebelum dan sesudah berlakunya
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi?

Bagaimana keabsahan proses penyadapan,
penggeledahan dan penyitaan dalam penyidikan tindak
pidana korupsi oleh KPK tanpa persetujuan Dewan
Pengawas?

Bagaimana penegakan hukum atas tindak pidana korupsi
pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?

c. Kesimpulan: Berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap

rumusan masalah di atas, maka kesimpulannya sebagai

berikut:

1)

Perbedaan proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh
KPK sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi adalah terletak pada perizinan Dewan Pengawas
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dalam melaksanakan kewenangannya memberikan izin
terhadap tindak penyidikan seperti halnya mengenai
penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan
dalam penanganan tindak pidana korupsi.

2) Keabsahan proses penyadapan, penggeledahan dan
penyitaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh
KPK tanpa adanya persetujuan Dewan Pengawas
termasuk sebagai perbuatan yang bertentangan dengan
undang-undang (melawan hukum) dan tergolong sebagai
suatu perbuatan yang ilegal karena dilakukan tanpa
memiliki kekuatan hukum yang tetap.

3) Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi pasca
berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terkait proses
penyidikan oleh KPK saat ini dinilai masih mengalami
beberapa paradigma khususnya mengenai regulasi formil
dalam pelaksanaan izin dan wewenang melakukan
penyidikan oleh KPK setelah dibentuknya Dewan
Pengawas KPK.

2. Arina Manna Sikana Akbar, Fakultas Syari'ah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.
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a. Judul: Efektivitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B
UU. No. 19 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah.

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana Efektifitas Peran Kewenangan Dewan
Pengawas KPK Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU
No. 19 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah?

2) Apakah Fungsi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dapat
mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari korupsi?

c. Kesimpulan: Berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap
rumusan masalah di atas, maka kesimpulannya sebagai
berikut:

1) Dewan Pengawas melaksanakan wewenangnya berupa
pemberian izin kepada Penyidik KPK dalam hal
penyadapan, dan tetap mengawasi agar tidak terjadi
penyelewengan. Sesuai dengan norma hukum Pasal 37B
UU No. 19 Tahun 2019 yang mana pelembagaan nilai-nilai
baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi
kebolehan, anjuran atau perintah. Baik anjuran maupun
perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau
negatif mencakup norma anjuran untuk mengejarkan
sesuatu, dan norma perintah untuk tidak melaksanakan

sesuatu. Fakta yang ditemukan, peran Dewan Pengawas
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KPK, terbukti bahwa keberadaanya cukup efektif, dalam
mewujudkan pemerintahan yang bersih, dengan tujuan
agar terhindar dari penyelewengan, sehingga Dewan
Pengawas telah memenuhi nilai Maslahah Mursalah Al
Dusturiyah untuk masyarakat luas.

2) Fungsi kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam
mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi adalah
dalam realitas yuridis empiris relevan dengan tujuan awal
pembentukan Dewan Pengawas untuk mengawasi kinerja
KPK, baik dalam pelaksanaan penyidikan hingga
pelaksanaan penyadapan. Fungsi Dewan Pengawas
adalah mencegah kebocoran dan menjaga marwah KPK

yang memiliki kepercayaan kuat dari masyarakat.

Perbedaan dari penelitian di atas yang fokus pada keabsahan
penyidik melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tanpa
izin dari Dewan Pengawas KPK dan efektifitas kewenangan Dewan
Pengawas KPK dengan perspektif Maslahah Mursalah, sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus kepada kewenangan
pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan oleh Dewan

Pengawas KPK.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

20



Dalam rangka mengerjakan penelitian ini, Penulis menyusun
dengan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang
disebut juga penelitian hukum doktrinal, sering kali hukum dikonsepsikan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in
books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang

merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.??
2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan penelitian yang merupakan penelitian
dibidang IlImu Hukum (Legal Research) dengan konsentrasi pada Hukum
Tata Negara. Penelitian ini dilakukan secara normatif (yuridis) dengan

beberapa pendekatan diantaranya sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.?®
Peraturan perundang-undangan tersebut yang terkait dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas KPK

b. Pendekatan Historis (Historical Approach) yang dilakukan dalam
menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang diteliti.
Dengan pendekatan ini, akan terungkap kepermukaan mengenai

fakta hukum masa silam dalam hubungannya dengan fakta hukum

22 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta,
him. 118

23 peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, him.
133
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masa kini.?* Penulis ingin menggali faktor-faktor apa sajakah
mempengaruhi terbentuknya Dewan Pengawas KPK dan
bagaimana proses pembentukannya, serta apa akibat yang
signifikan hadirnya Dewan Pengawas KPK dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi.

c. Pendekatan konsep (conceptual approach) yang beranjak dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di
dalam ilmu hukum. Penulis mengunakan pendekatan konsep
(conceptual approach) dengan cara melakukan telaah terhadap
konsepsi Lembaga Pengawasan.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang tepat untuk menunjang
penyusunan penelitian ini, maka Penulis akan melakukan penelitian di
Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tepatnya Gedung Merah
Putih di JI. Kuningan Persada No. 2, RT. 1/RW 6, Guntur, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus lIbukota (DKI) Jakarta
dalam kaitannya prosedur kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam
pemberian izin penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan. Selain itu,
Penulis juga melakukan penelitian ke Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) Indonesia Corruption Wacth bertempat di Jl. Kalibata Timur IV D
No. 6, RT. 10/RW8, Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan,

DKI Jakarta dalam kaitannya dengan penelitian ini. Penulis juga

24 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. cit., him. 131
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melakukan penelitian di beberapa perpustakaan di antara lain
Perpustakaan Nasional Indonesia di Jakarta Pusat, Perpustakaan Pusat
Universitas Hasanuddin Makassar, dan Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin dikarenakan Penulis menganggap bahwa
perpustakaan tersebut memiliki buku-buku referensi yang lengkap

maupun relevan dengan penelitian ini.

4. Jenis Dan Sumber Hukum

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah

dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, diperoleh dari peraturan perundang-
undangan

b. Bahan Hukum Sekunder, diperoleh dari buku-buku yang relevan,
jurnal-jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui
penelitian kepustakaan

5. Analisa Bahan Hukum

Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan
diinventarisir, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara mendalam
oleh Penulis sehingga diperoleh ratio logis mengenai persoalan hukum
yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan
dan diolah secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan
teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan argumentasi
untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum

ini.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KEWENANGAN
DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
DALAM PEMBERIAN IZIN PENYADAPAN, PENGGELEDAHAN

DAN/ATAU PENYITAAN

A. Tinjauan Pustaka
1. Konsepsi Wewenang

a. Pengertian Kewenangan

Kata wewenang menurut KBBI diartikan sebagai hak dan
kekuasaan untuk bertindak; kekuasaan membuat keputusan, memerintah,
dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, atau fungsi yang
boleh tidak dilaksanakan.?® Istilah wewenang atau kewenangan
disetarakan dengan “authority” dalam bahasa inggris dan “bevoegdheid”
dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan
sebagai “Legal Power; a right to command or to act; the right and power of
public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope
of their public duties” yang artinya kewenangan adalah kekuasaan hukum,

hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik

25 https://kbbi.web.id/wenang (Diakses Pada 18 Mei 2020)

24


https://kbbi.web.id/wenang

untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban

publik.2®

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan yang esensial
dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sangat
esensialnya kewenangan ini sehingga selaras dengan pernyataan F.A.M
Stroink dan J.G Steenbeek yang mengatakan: “Het begrip bevoegheid is

dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht™?’

Wewenang sebagai konsep hukum publik setidaknya terdiri dari 3
(tiga) unsur yaitu pengaruh, dasar hukum, konformitas hukum sebagai

berikut:28

1) Pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan
untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

2) Dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan
dasar hukumnya.

3) Konformitas mengandung arti adanya standar wewenang yaitu
standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus
(untuk jenis wewenang tertentu).

H.D. Stout mengatakan bahwa wewenang adalah pengertian yang
sering dijumpai pada hukum organisasi pemerintahan, yang memiliki arti

sebagai keseluruhan aturan yang berkaitan dengan perolehan dan

26 Nur Basuki Winarno, 2008, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang
Mediatama, Yogyakarta, him. 65

27 Ibid.

28 |pid. him. 66
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penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum

publik di dalam hubungan hukum publik.?®

Selain H.D. Stout salah satu pakar hukum yang bernama Bagir
Manan mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum berbeda
dengan kekuasaan itu sendiri. Sebab ia mengatakan bahwa kekuasaan
hanya mengdeskripsikan hak untuk berbuat dan tidak berbuat sedangkan

wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.3°

Menurut F.P.C.L. Tonnaer, “Kewenangan adalah wewenang
pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk
melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan relasi

hukum antara pemerintah dengan warga negara”.3!

Wewenang atau Kewenangan memiliki kedudukan sentral dalam
kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Betapa
pentingnya kedudukan kewenangan itu, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G.
Steenbeek menyebut sebagai hakikat dalam hukum tata negara dan

hukum administrasi negara.®?

P. Nicolai mengatakan kewenangan di dalamnya terkandung hak
dan kewajiban. Kewenangan ialah kemampuan untuk melakukan tindakan
hukum tertentu vyaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk

menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan

2 Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Kota Depok, him. 71

30 Nurmayani, 2009, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Lampung, him. 26
31 Ridwan HR, Op. Cit. him. 98

32 Ibid. him. 99
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lenyapnya akibat hukum. Sedangkan kandungan hak dalam wewenang
berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu
atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan
kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan

tindakan tertentu.33

Berdasarkan pandangan beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan
bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau
pemerintahan maupun institusi yang menjalankan kewenangannya
beralaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selaras
dengan perkataan R.J.H.M. Huisman bahwa “Organ pemerintahan tidak
dapat menganggap bahwa ia memiliki wewenang pemerintahan sebelum
ada peraturan perundang-undang yang memberikan. Kewenangan ini
hadir ketika pembuat undang-undang memberikannya tapi tidak terbatas
pada organ pemerintahan tetapi termasuk pula pegawai maupun badan-
badan khusus seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus,

bahkan terhadap badan hukum.34

Selaras dengan pilar negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteits
beginselen), maka atas dasar prinsip tersebut maka wewenang
pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Di dalam
literatur hukum administrasi negara terdapat tiga cara memperoleh

wewenang pemerintah yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

33 Ibid.,
34 Ibid. hlm. 100
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b. Cara Memperoleh Wewenang

Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang
mempunyai kewenangan untuk mengatur keadaan yang berhubungan
dengan kepentingan masyarakat umum dan memiliki kewajiban untuk
menciptakan kesejahteraan sosial, ketertiban dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Miriam Budiardjo mendefinisikan negara secara umum
sebagai suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh
sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya
ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalu penguasaan

(control) monopolitis terhadap kekuasaan yang sah.3®

Negara yang ideal adalah sebuah organisasi yang aktivitas
pemerintahannya maupun tujuannya dipikirkan secara rasional dan
matang, dengan kejelasan pembagian tugas dan wewenang. Selaras
dengan pilar utama negara hukum yakni asas legalitas maka berdasarkan
asas ini dimaknai bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan
perundang-undangan. Artinya, sumber wewenang pemerintahan tidak lain

berasal dari peraturan perundang-undangan.

Wewenang dalam konsepsi hukum publik memiliki tiga unsur, yaitu

pengaruh, dasar hukum dan komformitas hukum:3¢

1) Unsur pengaruh ialah penggunaan wewenang bermaksud untuk
mengendalikan perilaku dari subjek hukum.

35 Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-dasar lImu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, him.
49
36 Nur Basuki Winarno, Op. cit., him. 66
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2) Unsur dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu memiliki
dasar hukum yang jelas.

3) Unsur konformitas mengandung makna adanya standar wewenang
yaitu standar umum dan khusus.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi,

delegasi, mandat.®’

H.D. van Wijk mendefinisikan perihal atribusi, delegasi dan mandat

sebagai berikut:3®

1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat
undang-undang kepada organ pemerintahan

2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu
organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya.

3) Mandat ialah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas hamanya.

Lain halnya dengan F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek yang
menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan
memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. la mengatakan
bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru,
sedangkan delegasi menyangkut perlimpahan wewenang yang telah ada
oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada
organ lain. Jadi, delegasi secara masuk akal selalu didahului oleh adanya

atribusi. Sedangkan pada mandat tidak dibicarakan penyerahan

37 Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, him. 91
38 Ridwan HR, Op. cit., him. 102
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wewenang, tidak pula perlimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak
terjadi perubahan wewenang apapun, setidaknya dalam arti hukum

formal.3®

Telah diketahui bahwa untuk memperoleh wewenang diperoleh dari
atribusi, delegasi dan mandat. Mengetahui sumber dan cara memperoleh
wewenang suatu organ pemerintahan ini sangat penting dikarenakan
memiliki hubungan atas pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan
wewenang tersebut. Hal ini selaras dengan asas yang berbunyi “tidak ada
kewenangan tanpa pertanggungjawaban”.?® Jadi, setiap pemberian
kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya

pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Oleh karenanya, jelaslah bahwa wewenang yang diperoleh
berdasarkan atribusi itu bersifat original yang berasal dari peraturan
perundang-undangan. Maksudnya, organ pemerintahan memperoleh
kewenangan secara langsung dari bunyi pasal terntentu dalam suatu
peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang
dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang
sudah ada, dengan tanggung jawab internal dan eksternal pelaksanaan
wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima
wewenang (atributaris). Sedangkan pada delegasi tidak ada penciptaan

wewenang, yang ada hanya perlimpahan wewenang dari pejabat yang

39 Ibid. hlm. 103
40 jbid. him. 105
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satu kepada pejabat yang lainnya atau dapat dikatakan bahwa tanggung
jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi
beralih pada penerima delegasi (delegataris). Sementara mandat,
penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama
pemberi mandat (mandans) atau tanggung jawab akhir keputusan yang
diambil mandataris tetap berada pada mandans. Mengapa demikian,
karena pada dasarnya penerima mandat bukan pihak lain dari pemberi
mandat. 4 Untuk memperjelas perbedaan delegasi dan mandat, bisa

dilihat dari tabel berikut ini:*2

Tabel. 2

Perbedaan Delegasi dan Mandat

Segi Mandat Delegasi
Prosedur Perlimpahan Dalam hubungan Dari suatu organ
rutin atasan- pemerintahan kepada
bawahan; hal biasa organ lain: dengan
kecuali dilarang peraturan perundang-
secara tegas undangan
Tanggung jawab dan Tetap pada pemberi | Tanggung jawab dan
tanggung gugat mandate tanggung gugat beralih
kepada delegataris
Kemungkinan si Setiap saat dapat Tidak dapat
pemberi menggunakan | menggunakan sendiri | menggunakan
wewenang itu lagi wewenang yang wewenang itu lagi
dilimpahkan itu kecuali setelah ada

pencabutan dengan
berpegang pada asas
“contrarius actus”

(Sumber: Ridwan HR “Hukum Administrasi Negara” him. 107)

41 Ibid. hlm. 105-106
2 Ibid. him. 107
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c. Perbedaan Wewenang dan Tugas

Secara umum wewenang adalah kekuasaan menggunakan sumber
daya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas
didefinisikan sebagai hal-hal wajib dan harus dikerjakan oleh seorang
anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai
dengan kemampuan dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang
telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wewenang adalah hak dan
kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah,
dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Sedangkan Tugas
suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan;
pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang

dibebankan untuk diselesaikan.

Sebelum mengetahui perbedaan antara wewenang dan tugas,
sebaiknya disebutkan terlebih dahulu definisi tugas menurut para ahli

sebagai berikut:*3

1) Dale Yoer dalam Moekijat mengatakan “The term task is frequently
used to describe one portion or element in a job” (Tugas digunakan
untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu
jabatan).

2) Sementara Stone dalam Moekijat, mengatakan bahwa “A task is a
specific work activity carried out to achieve a specific purpose”
(suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang
dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

43 Rivani Alfinita S., 2012, Analisis “Job Description” Pada Subag Umum dan Kepegawaian Dinas
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi, Universitas Hasanuddin, him. 9
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3) Sedangkan menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau satu
unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah
gabungan dari dua unsur atau lebih sehingga menjadi suatu
kegiatan yang lengkap.

Berdasarkan beberapa definisi tugas diatas, dapat disimpulkan
bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan dalam sebuah
organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau

kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan deskripsi diatas, dapat disimpulkan bahwa di dalam
wewenang terdapat hak dan kewajiban sedangkan di dalam tugas hanya
berisi kewajiban. Di dalam wewenang seseorang atau pejabat publik
mempunyai hak alternatif untuk memilih melakukan atau tidak melakukan
sesuatu, memutuskan atau tidak memutuskan sesuatu, memberikan atau
tidak memberikan sesuatu dan bertindak atau tidak bertindak sesuatu
yang batasan-batasannya terdapat pada dasar hukum dari hadirnya
wewenang tersebut sebagai kewajiban melaksanakannya. Sedangkan
tugas hanya berisi kewajiban untuk melaksanakan suatu hal konkrit, tanpa
ada hak untuk menolak melakukan hal tersebut. Wewenang bersifat

alternatif melakukan sesuatu sedangkan tugas mutlak melakukan sesuatu.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

a. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dari segi istilah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio

atau menurut Webster Student Dictionary adalah corruptus. Lalu,
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disebutkan bahwa corruptio itu berasal dari kata asal corrumpere, suatu
kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa
di Eropa seperti Inggris: corruption, corrupt; Perancis corruption, dan
Belanda corruptie (koruptie). Dapat diduga istilah korupsi berasal dari
bahasa Belanda ini yang kemudian diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia

“korupsi”.44

Berguna pula memahami arti korupsi dari akar etimologisnya dapat

dijabarkan sebagai berikut:*

1) Corruptio (kata benda): hal merusak, hal membuat busuk,
pembusukan, penyuapan, kerusakan, kebusukan, kemerosotan.
2) Corrumpere (kata kerja): menghancurkan, merusak, merusak

bentuk, memutarbalikkan, membusukkan, memalsukan,
merosotkan, mencemarkan, menyuap, melanggar, menggodai,
memperdayakan.

3) Corruptor (pelaku): perusak, pembusuk, penyuap, penipu,
penggoda, pemerdaya, pelanggar.

4) Corruptus-a-um (kata sifat): rusak, busuk, hancur, tidak utuh, tidak
murni, merosot, palsu.

Arnold Heidenheimer dan Michael Johnston, dua otoritas dalam
studi korupsi, membuat tiga kategori definisi yang diajukan Oxford English
Dictionary, definisi yang masih mencerminkan keluasan arti korupsi
sebagai berikut:*

1) Definisi fisik: Kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, terutama
melalui penghancuran keutuhan dan penghancuran bentuk dengan
akibat yang menyertainya, yaitu kerusakan dan kehilangan
keutuhan, menijijikkan dan busuk.

2) Definisi moral: Penghancuran atau penyelewengan integritas dalam
melaksanakan kewajiban publik melalui hadiah atau suap; adanya
dan penggunaan praktik-praktik curang, terutama dalam suatu

44| Gusti Ketut Ariawan, 2015, Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi, Universitas Udayana, Bali, him.
22

45 Henry Priono, 2018, Korupsi (Melacak arti, menyimak implikasi), PT. Gramedia, Jakarta him. 22
46 Ibid. him. 23
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3)

negara, badan atau usaha publik dan semacamnya; proses
menjadi busuk secara moral; fakta atau kondisi busuk;
kemerosotan dan kebusukan moral; kebejatan.
Penjungkirbalikan segala sesuatu dari kondisi asali kemurnian,
misalnya penyelewengan lembaga, adat-istiadat dan semacamnya
dari kemurnian asali; situasi pengjungkirbalikan.

Dari pokok-pokok di atas tersirat betapa tidak mudah menetapkan

definisi atau batasan konsep korupsi dengan komprehensif dan

menyeluruh, para ahli terus merenungi dan berlomba-lomba mengejar

penjernihan pada tataran konseptual. Tetapi dalam tataran masyarakat

berbangsa dan bernegara kita bisa mematok arti korupsi seperti yang

telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks

Indonesia misalnya, korupsi didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor

31 tahun 1999 (pasal 2 dan 3) junto Undang-Undang Nomor 20 tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

2)

3)

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara dan perekonomian negara.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sebetulnya pengertian korupsi sangat beragam. Namun, lazimnya

korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan
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publik atau masyarakat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok

tertentu.*’

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi di
Indonesia, telah melewati sejarah yang panjang. Indonesia Corruption
Wacth (ICW) mengatakan bahwa Tahapan korupsi yang telah
berkembang dalam tubuh negara Indonesia bisa digambarkan mulai dari
terbentuknya negara pasca kolonial (post-colonial state), periode
demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, berakhirnya
rezim Soeharto, hingga lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di

era Reformasi yang sekarang kita kenali.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk
memberantas tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan
negara. Berbagai produk perundang-undangan, Lembaga dan Tim
Khusus telah dibentuk oleh Pemerintah untuk memerangi tindak pidana
korupsi sampai ke akar-akarnya demi menyelamatkan perekonomian dan

keuangan negara yang bisa dilihat dibawah ini:

1) Di era Orde Lama (1957-1960)

Pemberantasan korupsi mengawali langkahnya dengan membuat
Peraturan Pemberantasan Korupsi No. PRT/PM/06/1957. Hal yang
mendasari keluarnya peraturan tersebut dikarenakan korupsi yang telah

menjalar di dalam tubuh pemerintahan. Namun, titik awal menjamurnya

47 BPKP, 1999, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan dan Pengawasan
BPKP, Jakarta, him. 16
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korupsi di era ini dikarenakan terjadinya nasionalisasi perusahaan asing.

Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan di era ini sebagai berikut:*

a) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 tentang
Pemilikan Harta Benda

b) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/11/1957 tentang
Penyitaan Harta Benda Hasil Korupsi, Pengusutan, Penuntutan,
dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi

c) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AD No.
PRT/PEPERPU/031/1958

d) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AL No.
PRT/z.1/1/7/1958

Pada masa ini sempat pula dibentuk Panitia Retooling Aparatur
Negara (PARAN), yang dipimpin oleh A.H Nasution dibantu oleh Prof. M.
Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya reaksi dari
pejabat korup pada saat itu, maka PARAN berakhir tragis, langkanya

dikunci dan akhirnya masuk ke era Kabinet Juanda.*®

Masih di era Orde Lama (1960-1971) pemberantasan korupsi
dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Perpu Tahun 1960
tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana
Korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang ada
dalam KUHP dan dibentuk lembaga khusus untuk memberantas korupsi

yaitu sebagai berikut:>°

1) Operasi Budhi yang berdasarkan Keppres No. 275/1963
2) Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar)
3) Tim Pemberantas Korupsi berdasarkan Keppres No. 228/1967

48 Muzakkir DKK, 2011, Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan
Korupsi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Jakarta, him. 11

* Ibid. him. 13

50 1pid.,
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4) Tim Komisi Empat berdasarkan Keppres No. 12/1970
5) Komite Anti Korupsi/KAK pada tahun 1967

2) Era Orde Baru

Tindakan korupsi yang terjadi di era Orde Baru kebanyakan
disebabkan banyaknya pemegang jabatan dari suatu perusahaan atau
instansi pemerintah yang memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya
untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi di era Orde Baru
kebanyakan dilakukan karena monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh
para pemangku jabatan. Dalam kasus-kasus korupsi di era Orde Baru,
tidak hanya kekayaan saja yang dicari oleh para koruptor namun
kekuasaan serta jabatan menjadi hal yang sangat dicari. Lembaga

maupun Tim yang dibuat di era Orde Baru sebagai berikut:

a) Tim Pemberantasan Korupsi/TPK (Keppres No. 127/1999)

b) Tim Komisi Empat (Keppres No. 12/1970)

c) Komite Anti Korupsi/KAK (1970)

d) Tim Operasi Ketertiban/Tim Opstib (Inpres No. 9/1977)

e) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN
(Kepres No. 127/1999)

Di era Orde Baru meskipun pemerintah telah melakukan berbagai
macam upaya dalam mengatasi korupsi yang terjadi. Namun, jika dalam
hal pelaksanaannya masih belum bisa dilakukan dengan baik maka upaya
pemberantasan korupsi yang dilakukan pada akhirnya tidak berjalan
secara maksimal karena strategi yang digunakan dalam melakukan
pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh

pengelolaan negara serta sistem pemerintahan era Orde Baru yang harus
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disesuaikan dengan kepentingan dari penguasa. Pada akhirnya, upaya
dalam pemberantasan korupsi hanya dijadikan alat politik untuk

mendapatkan dukungan serta simpati dari rakyat.5?
3) Era Reformasi

Pada tahun 1998, para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) pada masa itu diberi mandat dari rakyat sejumlah agenda
reformasi. Mandat-mandat tersebut dituangkan dalam TAP MPR Nomor XI
Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

TAP MPR XI/1998 juga mengamanatkan pembentukan sebuah
badan baru yang salah satu kewenangan dan tugasnya adalah memeriksa
harta kekayaan pejabat publik atau penyelenggara negara. Hal tersebut

disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (1), (2), (3) TAP MPR X1/1998.%2

Pada tahun 19 Mei 1999 (Reformasi) di era kepemimpinan
Presiden B.J. Habibie, diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan
dibentuk pula Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
(KPKPN). Secara lebih mengkhusus, pembentukan, tugas dan
kewenangan KPKPN diatur dalam Kepres Nomor 12 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

51 Mahmuddin Muslimin, 2004, Jalan Panjang Menuju KPTPK, Gerak, Jakarta, him. 21
52 |ndriyanto Seno Adji DKK, Op. cit., him. 5
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Lembaga tersebut kemudian melebur menjadi bagian dari Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), pasca pengesahan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Meskipun peleburan ini sempat menuai
kontroversi dengan dilakukannya Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi
(MK) oleh Para Komisioner KPKPN, namun MK menolak permohonan
Pemohon dan menyatakan fungsi KPKPN dilebur menjadi bagian

pencegahan KPK.%3

Dengan putusan MK tersebut, Presiden Megawati Soekarno Putri
mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderal
Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Keppres Pengalihan KPKPN).>*

Setelah pemerintahan Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wabhid
(Gusdur), Pemerintah kembali membentuk sebuah badan pemberantasan
korupsi yang bernama Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang disingkat TGPTPK. Alasan dibentuknya TGPTPK adalah
sebagai uapaya yang dialkukan oleh Pemerintah dalam menangani
masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Tugas serta wewenang yang
dimiliki oleh TGPTPK adalah koordinasi penyidikan kasus serta tindakan

korupsi dan koordinasi penuntutan tindakan korupsi. Pada akhirnya badan

>3 Ibid. hlm. 6
>4 Ibid. hlm. 7
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pemberantasan korupsi ini tidak bisa berjalan dengan baik karena dalam
melakukan penyelidikan dalam mengungkap kasus korupsi, TGPTPK
mengalami masalah dalam hal perizinan untuk melakukan penyitaan serta

penggeledahan dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi.>®

Sejak saat itulah KPK berdiri sebagai lembaga independen yang
menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi. KPK menerima mandat dari UU KPK untuk melaksanakan tugas-
tugas seperti melakukan kordinasi dan supervisi dengan instansi terkait,
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak
pidana korupsi, melakukan pencegahan, korupsi, dan memonitor

penyelenggaraan pemerintahan.5®

Lahirnya komisi negara seperti KPK dari perspektif sejarah,
perkembangan pelaksanaan di banyak negara dirasakan tidak cukup
mengandalkan  cabang-cabang kekuasaan yang dikembangkan
Montesquieu dalam trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).
Cabang-cabang kekuasaan itu, dipandang tidak mampu dan tidak efektif

lagi menyelesaikan masalah yang ada.®’

Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau
yang lebih dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap

55 Fat, “Belajar dari KegagalanTGPTPK”, (https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3295/
belajar-dari-kegagalan-tgptpk?, Diakses pada 9 Mei 2020, 2001)

56 |ndriyanto Seno Adji DKK, Loc. cit.

57 Gunawan A. Tauda, 2012, Komisi Negara Independen, Genta Press, Yogyakarta, him. 8
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upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya KPK merupakan
pengimplementasian dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang secara eksplisit menghendaki dibentuknya
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lambat dua tahun

sejak undang-undang ini diberlakukan.%®

Walaupun pembentukan KPK mengalami keterlambatan setahun
lebih sejak berlakunya UU No. 31 Tahun 1999, banyak pihak yang
menaruh harapan terhadap KPK sebagai lembaga yang mampu
memberantas korupsi secara efektif dan efisien. Bukan hanya karena
kedudukannya yang sangat kuat karena dibentuk dengan undang-undang,
tapi juga karena lembaga yang disebut superbody ini memiliki
kewenangan extra ordinary dalam pemberantasan korupsi mulai dari

penyelidikan sampai penuntutan.5®

Independensi KPK dinyatakan secara tegas oleh pembentukan
undang-undang dalam Undang-Undang KPK tersebut. Hal ini dituangkan
dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi
adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan

manapun.

Visi KPK ialah “Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi”. Visi

ini merupakan suatu visi yang cukup sederhana namun penuh arti yang

58 Sirajuddin dan Winardi, 2015, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press,
Malang, him. 206
59 Ipid. him. 207
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mendalam. Visi ini mendalilkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera
dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut tentang
tindak pidana korupsi atau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Untuk
mewujudkan visi tersebut, maka KPK memiliki misi yaitu “penggerak
perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi”. Dengan misi
tersebut diharapkan bahwa komisi ini nantinya merupakan suatu lembaga
yang dapat membudayakan nilai-nilai anti-korupsi di masyarakat,
pemerintah, dan pihak swasta di Indonesia. Pemberantasan korupsi
membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan tidak dapat ditangani secara
instan. Maka dari itu diharapkan seluruh elemen baik dari pemerintah,
masyarakat, maupun swasta bekerjasama secara menyeluruh untuk
memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya dengan penanganan yang

komprehensif dan sistematis.

Dengan mengemban fungsi trigger atau mekanisme pemicu, KPK
memiliki posisi yang strategis dalam mengubah kebijakan maupun tata
kelola Kementerian/Lembaga Negara. Ditambah dengan tugas
penindakan yang memungkinkan KPK menjerat oknum-oknum korup yang

diduga melakukan korupsi.

Setelah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, banyak kasus-
kasus korupsi yang berhasil dibongkar oleh KPK. Bahkan KPK bisa
dibilang sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang paling berhasil
dibandingkan dengan lembaga atau badan pemberantasan korupsi yang

sebelumnya dibuat. Meskipun korupsi masih banyak terjadi di lingkungan
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masyarakat maupun pemerintahan, namun upaya yang dilakukan oleh
pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi secara terus-

menerus dari era Orde Lama sampai era Reformasi tidaklah sia-sia.

Selama berdirinya pada tahun 2004, KPK telah menangani kasus
tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, pejabat negara,
anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota, hingga kepala daerah. Jumlah
tindak pidana korupsi terbanyak dalam setahun yang ditangani KPK terjadi
pada tahun 2018 yang mencapai 260. Jumlah kasus hingga 30 September
2019 tercatat 1.125 kasus tindak pidana korupsi. Statistik tindak pidana

dari tahun 2004-2019 sebagai berikut:

Tabel. 3

Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Ditanggani KPK
2004-2019

260

300

200

100

Jumlah Kasus

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tahun

-100

Sumber: Kompas.id
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Sepanjang 2004-2019 itu, terdapat 39 pejabat tinggi, meliputi Kepala
Lembaga/Kementerian, Duta Besar, hingga Komisioner, yang terlibat

tindak pidana korupsi.®°

Dari tahun tersebut 65 persen tindak pidana korupsi yang ditangani
KPK merupakan kasus penyuapan.! Berdasarkan data dari website KPK,
pada 2018 terdapat 168 kasus penyuapan dan merupakan yang terbesar
dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, dalam enam bulan
pertama 2019 telah terjadi 97 kasus penyuapan atau lebih dari separuh
kasus serupa pada tahun lalu. Kita bisa melihat tindak pidana korupsi

yang ditanggani KPK menurut jenis perkaranya sebagai berikut:

Tabel. 4

Tindak Pidana Korupsi yang Ditangai KPK
Menurut Jenis Perkara (2004-Juni 2019)

Penyuapan

Pengadaan Barang/Jasa
Penyalahgunaan Anggaran
Pencucian Uang

Pungutan

Jenis Perkara

Perijinan

Merintangi Proses KPK

S suwgy

100 200 300 400 500 600 700

M Kasus

0 Ningsiawati dan Arjendro Darpito, “Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK”

(https://kompas.id/baca/kompas multimedia/tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk/,
Diakses pada 9 Mei 2020, 2019)

61 Viva Budy Kusnadar, “65 Persen Tindak Pidana Korupsi yang Ditanggani KPK Merupakan Kasus
Penyuapan” (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/23/65-persen-tindak-pidana-
korupsi-yang-ditangani-kpk-merupakan-kasus-penyuapan#, Diakses pada 9 Mei 2020, 2019)
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Sumber: databoks.katadata.co.id (Diakses pada 9 Mei 2020)

Begitu parahnya kasus di tanah air maka korupsi sudah
dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime).
Penanganan korupsi harus dengan metode yang luar biasa pula. Untuk
itulah dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga
kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga super (super

body).

Panjangnya hambatan dan rintangan yang dilalui dalam upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia hingga lahirnya KPK
yang dianggap sukses memberantas tindak pidana korupsi juga diiringi
munculnya banyak upaya resistensi dari oknum-oknum yang terganggu
dengan kinerja KPK. Tercatat dalam menjalankan kerja penindakan KPK,
para penyidik kerap menerima serangan baik fisik maupun psikis.
Beberapa Penyidik, Pegawai, maupun Pimpinan KPK pernah menerima
ancaman fisik atau psikis, bahkan dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum

lain seperti Polri.

Tekanan tersebut misalnya pernah dialami oleh penyidik KPK yang
bertugas untuk melakukan OTT terhadap Amran Bataliptu, Mantan Bupati
Buol. Mobil Penyidik KPK ditabrak oleh mobil yang diduga memuat Amran
Bataliptu, yang membuat para Penyidik harus bergegas mengejar mobil

tersebut. Namun, ketika sampai pada tempat di Amran Bataliptu diduga
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bersembunyi, lokasi tersebut sudah dipenuhi oleh para pendukung yang

“melindungi” Bupati Buol tersebut.®?

Pada waktu berbeda, beberapa pegawai KPK juga pernah
menerima ancaman psikis di tengah tegangnya hubungan antara KPK dan
Polri pada 2015. Beberapa pegawai KPK maupun keluarga terdekatnya
pernah diintimidasi secara langsung, bahkan ada ancaman untuk melukai
atau melakukan serangan fisik kepada mereka. Selain itu, mobil Pegawai
KPK bernama Avip Juliana dirusak dengan air keras dan pisau oleh orang

tidak dikenal, yang merusak badan dan ban mobil.%3

Selain bentuk ancaman seperti di atas, para Pegawai KPK maupun
Komisioner juga menerima ancaman lain berupa kriminalisasi.
Kriminalisasi terhadap anggota KPK, sudah beberapa kali terjadi, bahkan
terhadap para Komisioner KPK. Kejadian kriminalisasi tersebut umumnya
melibatkan friksi antara Polri dengan KPK, yang berbuntut pada
pelaporan, pemanggilan, dan bahkan penahanan terhadap para terlapor.
Pada 2009 misalnya, dua orang Komisioner KPK dilaporkan ke Polri atas

dugaan penyalahgunaan kewenangan.*

Laporan tersebut disampaikan di tengah maraknya pemberitaan
atas dugaan korupsi yang melibatkan Anggoro Widjojodalam pengadaan
SKRT Kementerian Kehutanan. Salah satu bagian penting dalam

peristiwa ini adalah dugaan keterlibatan Mantan Kabareskrim Polri,

62 |ndriyanto Seno Adji DKK, Op. cit., him. 8
8 Ibid.,
5 Ibid.,
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Irjenpol Susno Duadiji yang bertemu dengan Anggoro Widjojo dalam
pelariannya di Singapura. Informasi tersebut diperoleh dari hasil

penyadapan KPK.%

Berawal dari kejadian tersebut, Susno Duadji mengeluarkan
pernyataan yang akhirnya digunakan sebagai analogi friksi antara
Kepolisian dengan KPK yaitu, “Cicak vs Buaya”. Buntut dari peristiwa
Cicak vs Buaya jilid I ini adalah, dilaporkannya dua orang Komisioner KPK
ke Kepolisian dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Kedua
Komisioner KPK tersebut adalah Chandra Marta Hamzah dan Bibit Samad

Riyanto.%6

Pada 2012, kejadian yang serupa kembali terjadi. Peristiwa Cicak
vs Buaya jilid Il muncul setelah KPK menetapkan Irjenpol Djoko Susilo
sebagai tersangka dalam perkara korupsi pengadaan Simulator SIM.
Kejadian ini kemudian menempatkan Novel Baswedan, ketua Tim
penyidikan perkara korupsi tersebut, sebagai tersangka dalam dugaan
penganiayaan terhadap tersangka pencuri sarang burung walet ketika ia

masih menjadi Kasat Reskrim Polres Bengkulu.®’

Peristiwa Cicak vs Buaya yang terbaru terjadi pada 2015, pasca
KPK menetapkan Komjenpol Budi Gunawan calon Kapolri sebagai
tersangka dalam dugaan perkara korupsi ketika yang bersangkutan

menjabat sebagai Karobinkar SSDM Polri. Peristiwa ini berbuntut panjang

% Ibid.,
% Ibid.,
®7 Ibid. hlm. 9

48



dan mengakibatkan dua orang Komisioner KPK dikriminalisasi dan dua
komisioner lainnya dilaporkan ke Polri atas sejumlah tuduhan terkait

dengan perbuatan mereka di masa lalu.58

Cara terakhir dari pelemahan terhadap KPK adalah melalui
peraturan hukum, yaitu merevisi UU KPK. Wacana Revisi UU KPK bukan
hal baru, karena wacana tersebut sudah dimulai bahkan sejak 2010. Pada
26 Oktober 2010, Komisi Ill DPR RI mulai mewacanakan kemungkinan
UU KPK direvisi dan memasukkannya dalam daftar Prolegnas Prioritas

Pada Januari 2011.

Mengenai substansi UU KPK yang berencana direvisi pada 2011
antara lain adalah kewenangan penyadapan, kewenangan KPK
mengeluarkan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP3),
kewenangan KPK mengangkat penyelidik dan penyidik mandiri, serta
kewenangan melakukan penyitaan dan penggeledahan. Rencana Revisi
UU KPK ini akhirnya berhenti pada sekitar 16 Oktober 2012 DPR RI
menghentikan rencana pembahasan Revisi UU KPK setelah pada bulan

yang sama, Presiden SBY menolak Revisi UU KPK.

Setelah rencana Revisi UU KPK menghilang selama kurang lebih 3
(tiga) tahun, wacana tersebut muncul lagi pada 2015. Pada Februari 2015,
DPR memutuskan untuk memasukkan Revisi UU KPK dalam Prolegnas
2015, namun pada Juni 2015 Presiden Jokowi membatalkan rencana

pembahasan Revisi UU KPK untuk Prolegnas 2015. Setelah tarik-menarik

%8 Ibid.,
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yang panjang dan melelahkan, DPR RI kembali memasukkan rencana
Revisi UU KPK dalam Prolegnas Prioritas 2015 dan bahkan Rencana

Prolegnas 2016.

Di Dalam Rancangan Revisi UU KPK tahun 2015 yang beredar di
publik, terdapat banyak substansi yang bukan saja melemahkan KPK, tapi
juga membunuh KPK secara perlahan-lahan. Wacana tersebut kembali
dihentikan setelah Presiden Jokowi menunda pembahasan Revisi UU

KPK Prolegnas 2016 pada 22 Februari 2016.

Namun, Pada tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
Republik Indonesia sepakat untuk melakukan revisi terhadap Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK menjadi Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang telah arsipkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197. Meskipun menuai penolakan masyarakat atas
revisi UU KPK dan besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah
di Indonesia, pembahasannya tetap berjalan di Senayan (DPR RI) dan

disahkan 17 September 2019.

b. Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Awal mula lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) di mana dalam

penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

“Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam
Undang-Undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2
(dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Kemudian, perlu diketahui bahwa UU No. 31 Tahun 1999 telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001).

Kemudian latar belakang pembentukan KPK juga dituangkan dalam
Konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) yang

berbunyi sebagai berikut:

‘Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak
pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam
memberantas tindak pidana korupsi.”

Jika dianalis, lembaga pemerintah yang dimaksud yaitu Kejaksaan
dan Kepolisian yang belum berfungisi secara efektif dan efisien dalam
memberantas tindak pidana korupsi. Tetapi, dalam perjalanannya,
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
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ditetapkan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konsideran poin ¢ UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan

bahwa:

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu
dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
independen  dengan tugas dan wewenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi”

Maka, hadirnya UU KPK ini membuktikan semangat
pemberantasan korupsi diimplementasikan dengan menghadirkan Komisi
Pemberantasan Korupsi yang dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun.®® Tujuan dibentuknya pun untuk meningkatkan daya guna dan
hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.”
Artinya KPK dibentuk untuk berdampak secara signifikan dalam
pemberantasan korupsi baik dalam menyelematkan keuangan negara

maupun dalam mendorong penguatan institusi penegak hukum lainnya.”*

89 Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002

70 pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002

1 Benny K. Harman, 2012, Negeri Mafia Republik Koruptor “Menggugat Peran DPR Reformasi”,
Lamalera, Yogyakarta, him. 359

52



Tetapi sejak lahirnya UU KPK baru 17 September 2019 dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi (UU KPK Baru) membuat KPK dikategorikan sebagai lembaga
negara dalam rumpun eksekutif, dimana dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya syarat akan intervensi dan akan mengikis independensi
dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun. Pasal 1 ayat (3)

UU KPK Baru berbunyi:"

“‘Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya
disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara
dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas
pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai
dengan Undang-Undang ini.”

Ditambah lagi Pegawai KPK bukan lagi berstatus sebagai Pegawai
yang karena keahliannya diangkat sebagai Pegawai KPK.”® Tetapi,
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Aparatur Sipil Negara
(ASN) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan

mengenai Aparatur Sipil Negara.”

KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi
Pemberantasan Korupsi berdasarkan pada asas-asas seperti kepastian

hukum,  keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan

72 pasal 1 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2019
73 Pasal 24 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002
74 pasal 1 Ayat (6) UU No. 19 Tahun 2019
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proporsionalitas.” Sedangkan UU KPK Baru (UU 19/2019) menambah

satu asas yakni “penghormatan terhadap hak asasi manusia”.’”®

Adapun tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai
berikut:’’

1) Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak
Pidana Korupsi;

2) Koordinasi dengan instansi yang berwenang

3) Melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi
yang bertugas melalsanakan pelayanan publik;

4) Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara,

5) Supervisi terhadap instansi yang berwenang

6) Melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

7) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana
Korupsi; dan

8) Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan pasal sebelumnya, Pasal 7 UU 19/2019 berbunyi

sebagai berikut:"®

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan
harta kekayaan penyelenggara negara;

2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;

3) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada
setiap jejaring pendidikan; merencanakan dan
melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

4) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan

5) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

75 Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002
76 pasal 5 Huruf (F) UU No. 19 Tahun 2019
7 pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019
78 pasal 7 UU No. 19 Tahun 2019
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf e,

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi

yang:’®

1)

2)

3)

4)

Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan
orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau
Penyelenggara Negara; dan/ atau

Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan
Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervise terhadap
penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Dalam menjalankan tugasnya KPK kewajiban-kewajiban yang

harus dipenuhi sebagai berikut:&

1)

2)

3)

4)
5)

Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang
menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan
mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan
atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang
berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang
ditanganinya;

Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada
Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Ralryat
Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
Menegakkan sumpah jabatan;

Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya
berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan

79 pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019
80 pasal 15 UU No. 19 Tahun 2019
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6) Menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara
Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara
Republik Indonesia.?! Untuk mempermudah pekerjaannya pada wilayah-
wilayah Republik Indonesia KPK dapat membentuk perwakilan di daerah
provinsi.8? Tetapi pada UU KPK yang Baru Pasal 19 Ayat (2) Klausul

“membentuk perwakilan di daerah provinsi” dihapuskan.8?

Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi diatur pada

Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2019 yang terdiri atas:®*

1) Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;

2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5
(lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

3) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan KPK bekerja secara
kolektif kolegial. Dan Tim Penasihat dihapuskan dalan UU KPK yang baru.
Dalam UU KPK Baru juga disisipkan BAB baru tentang Dewan Pengawas
yang dimana dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan

wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.®

Pasal 20 UU KPK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan

Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan

81 pasal 19 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002
82 pasal 19 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002
83 pasal 19 UU No. 19 Tahun 2019

84 pasal 21 UU No. 19 Tahun 2019

85 pasal 37 A UU No. 19 Tahun 2019
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menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden
Republik Indonesia (RI), DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK).86

c. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Struktur

Ketatanegaraan Indonesia

Phlipus M. Hadjon, dalam satu tulisannya, mengawali
pembahasannya dengan mengutip tulisan D.H. Meuwissen, bahwa hukum
Tata Negara (klasik) lazimnya mengenai dua pilar Hukum Tata Negara,
yaitu organisasi negara dan warga negara. Dalam organisasi negara
diatur bentuk negara dan sistem pemerintahan termasuk pembagian

kekuasaan negara atau alat perlengkapan negara.?®’

Apakah yang dimaksud dengan alat perlengkapan negara itu?
Untuk mengetahui apa saja yang termasuk alat perlengkapan negara Lord
James Brys dalam buku yang berjudul “Studies in History and

Jurisprudence” sebagaimana dikutip Sri Soemantri, mengatakan bahwa:

“Constitutions is a frame of political society, organized through and
by law, one in which law has estabilished permanent institutions,
which recognized functions and definite rights”.

Dari rumusan tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa dalam

konstitusi diatur tentang lembaga-lembaga yang permanen. Dimana

86 pasal 20 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002
87 Titik Triwulan Tutik, Op. Cit. him. 175
88 Ibid.,

57



lembaga permanen tersebut mempunyai berbagai fungsi, yaitu: fungsi

legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudisial.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa makna kedudukan suatu
lembaga negara dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama kedudukan
diartikan sebagai suatu posisi dimana posisi lembaga negara
dibandingkan dengan lembaga negara yang lain. Kedua, kedudukan
lembaga negara diartikan sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi

utamanya.®

Dalam suatu sistem ketatanegaraan setidaknya terdapat tiga
kelompok lembaga Negara: (1) lembaga Negara yang ditentukan UUD; (2)
lembaga Negara yang ditentukan oleh UU; dan (3) lembaga Negara yang
ditentukan dalam Keputusan Presiden. Selaras dengan analisis Sri

Soemantri yang dapat kita cermati sebagai berikut:*°

“Untuk sistem ketatanegaraan di Indonesia yang hanya berkenaan
dengan lembaga negara yang ada dalam UUD, hal itu berkaitan
dengan sistem ketatanegaraan dalam arti sempit. Sedangkan jika
yang dimaksud juga dengan lembaga negara diluar UUD, hal ini
berkenaan dengan sistem ketatanegaraan arti luas.

Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) hal itu secara tegas
diatur dalam konstitusi pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat yang semakin

berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi

8 Ibid. him. 177
% jbid. him. 178
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yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas
dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam
pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan
masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan tersebut
memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk
bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas
tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara
baru yang dapat berupa dewan (council), komisi (commission), komite

(committee), badan (board), atau otoritas (authority).%*

Dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dengan jelas
membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang-bidang
legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR,
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung (MA),
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK)
sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (main state organs,
principal state organs). Lembaga-lembaga negara dimaksud itulah yang
secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan
negara yang utama, dimana hubungan antara satu dan lainnya diikat oleh

prinsip “chenk and balances”.%?

Ada pula yang termasuk dalam “lembaga negara pembantu” (state

auxiliary bodies). Lembaga negara yang masuk dalam kategori ini seperti

9 Jimly Asshiddigie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R, Jakarta, him. vi-vii
92 Titik Triwulan Tutik, Op. cit., him. 179
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Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank
Sentral, KPU, KPK, Dewan Pertimbangan Presiden, dan sebagainya.
Maksudnya bahwa lembaga-lembaga negara ini hanya bertugas melayani
atau dalam tugas dan wewenangnya berkaitan dengan lembaga-lembaga

negara utama.*

Jika dalam UUD 1945 hanya menentukan satu lembaga yang
termasuk auxiliary body (KY), tetapi di luar UUD berkembang auxiliary
body tanpa kendali. Berdasarkan pendapat Asimow, komisi negara dapat
dibedakan menjadi dua kategori: Pertama, komisi negara Independen,
yaitu organ negara yang diidealkan independen dan karenanya berada
diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudisial; namun
justru mempunyai fungsi campur sari ketiganya; Kedua, komisi negara
biasa (state commissions), yaitu komisi negara yang merupakan bagian
dari cabang kekuasaan eksekutif, dan tidak mempunyai peran yang

penting.%*

Lembaga-lembaga yang termasuk “state auxialiry agancies” yang
bersifat mandiri dan independen terbentuk atas dua produk hukum yakni
UU dan Kepres. Lembaga Independen antara lain yang berasal dari
Undang-Undang sebagai berikut: Komnas HAM, KPK, KPI, KPU, KPPU,

KKR, Komnas Anak, Dewan Pers, Dewan pendidikan, dan sebagainya.

% Ibid.,
% Ibid. him. 180
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Sedangkan yang terbentuk dari Kepres adalah KON (Komisi Nasional

Ombudsman), KHN (Komisi Hukum Nasional) dan lain-lain.*®

Bila ditelaah lebih dalam, mengapa ada perbedaan dasar
pembentukan “state auxialiry agencies” sebagai lembaga mandiri dan
independen yang bersifat melayani, perlu diarahkan semua lembaga
negara tentu dalam menjalankan wewenang utama maupun lembaga
yang menjalankan wewenang melayani adalah dalam rangka mencapai

tujuan negara sesuai dengan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.%

Berdasarkan paparan diatas, maka kedudukan KPK masuk dalam
kategori lembaga negara bantu (state auxialiry agencies). Lembaga
negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak
memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai
trias politica. KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan
kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK
tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang
berkaitan dengan pembentukan struktur kelembagaannya. Disini KPK
memiliki hubungan dengan legislatif dalam hal pemilihan perangkat
keanggotaannya sedangkan itu KPK juga memiliki keterkaitan dengan

dengan lembaga yudikatif perihal pengadilan tindak pidana korupsi

% | Dewa Gede Atmadja, 2012, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945,
Setara Press, Malang, him. 176
% Ibid.,
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dimana KPK sebagai penyidik dan penuntutnya. Kesimpulan dari semua
itu bahwa KPK merupakan lembaga negara bantu yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

Akan tetapi, perdebatan kemudian hadir pasca UU KPK yang baru
disahkan pada tanggal 17 Oktober 2019. Kedudukan KPK menuai
ketidakpastian. Pasalnya, KPK yang selama ini independen dan terpisah
dari tiga cabang kekuasaan lantas dimasukkan dalam rumpun kekuasaan
eksekutif. Hal tersebut didasari dengan dikeluarkannya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 pada tanggal 8 Februari
2018, pada paragraf [3.19] yang menyatakan dalam pertimbangan

hukumnya sebagai berikut:

‘Dalam pandangan Mahkamah, KPK sebenarnya merupakan
lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi
dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan. KPK jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan
badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus
perkara. KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ
pembentuk undang-undang”.®’

Pada Hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah
mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (the guardian of
constitutions) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (the interpreter of
constitutions).® Didalam memutus perkara Pengujian Undang-Undang

pada hakikatnya MK memutus apakah suatu ketentuan dalam suatu

97 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, him. 109
%8 Titik Triwulan Tutik, Op. cit., him. 221
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undang-undang yang diuji bertentangan atau tidak dengan ketentuan
dalam UUD 1945. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut tentu
Mahkamah Konstitusi harus menggali makna dan menentukan pengertian
dari ketentuan UUD NRI 1945 sehingga dapat dijadikan sebagai batu uiji.
Proses itulah yang disebutkan sebagai penafsiran konstitusi. Penafsiran
sesungguhnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Presiden pada saat membentuk undang-undang untuk melaksanakan
UUD NRI 1945. Namun, karena UUD NRI 1945 menentukan bahwa
undang-undang dapat dimohonkan pengujian kepada Mahkamah
Konstitusi berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan dinyatakan
bahwa putusannya bersifat final dan mengikat, maka penafsiran

Mahkamah Konstitusi yang merupakan penafsiran akhir.%°

Namun, jika ditelaah serangkaian Putusan Mahkamah Konstitusi,
telah berulang-ulang menyatakan independensi posisi KPK, diantaranya,
(1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006,
tertanggal 19 Desember 2006; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
19/PUU-V/2007, tertanggal 13 November 2007; (3) Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010; dan
(4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-1X/2011, tertanggal 20
Juni 2011. Independensi posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia masih dapat ditelaah dari beberapa Putusan Mahkamah

9 Ni’matul Huda, Op. Cit. him. 212
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Konstitusi yang lain. Secara umum, serangkaian Putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut menegaskan:

1) Pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara
konstitusional (constitutionally important) dan keberadaan komisi-
komisi negara semacam KPK telah merupakan suatu hal yang
lazim;

2) Sifat kelembagaan KPK adalah sebagai lembaga penegakan
hukum dalam bidang tindak pidana korupsi;

3) KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari (campur-
tangan) kekuasaan manapun;

4) KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan
wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang
terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan
supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan
oleh institusi negara yang lain.

5) Pimpinan bersifat kolektif dan berakhirnya masa jabatan pimpinan
(dapat) habis secara bergantian (staggered terms).1®

Menurut Refly Harun, KPK merupakan lembaga independen yang
dalam alam demokrasi modern saat ini tidak hanya bisa menjalankan
tugas sebagai lembaga eksekutif, tetapi juga yudikatif. “Para ahli di dunia
ini menyebut cabang kekuasaan yang keempat. Jadi meletakkan KPK
sebagai eksekutif, menurut saya itu kekeliruan luar biasa yang dibuat MK

di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017” 101

Bahwa teori hukum tata negara dan rekaman Putusan Mahkamah
Konstitusi diatas telah menjadi benteng yang kokoh dalam

mempertahankan posisi KPK dalam grand design agenda pemberantasan

100 pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, him. 124-125.

101 Aji  Prasetyo, “Kontradiksi Putusan Kedudukan KPK, Begini Pandangan Pakar”,
(https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a805fe0efdd5/kontradiksi-putusan-kedudukan-
kpk--begini-pandangan-pakar, Diakses pada 11 Mei 2020, 2018)
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korupsi sebagai salah satu amanah pokok yang diperjuangkan pada Era
Reformasi serta menegaskan bahwa KPK merupakan Iembaga
independen yang bukan berada didalam tiga cabang lembaga kekuasaan
negara di dalam doktrin trias politica. Dengan demikian, telah jelas KPK
bukan termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif. Dipertegas kembali
oleh mantan Hakim MK Harjono bahwa pembagian tiga cabang
kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saat ini sudah tidak relevan
lagi. Dalam wawancaranya dengan Hukumonline.com Harjono

mengatakan;1%?

“Jadi kalau kita mau lihat janganlah terpaku ini masuk mana, tapi
lihat kewenangannya saja. Kewenangan itu kemudian yang paling
bisa untuk melaksanakan itu gimana? Jadi saya nggak kekeuh itu
masuk mana eksekutif atau yudikatif. Itu zamannya Montesquie,
zaman lama itu. Zaman demokrasi yang kemudian ada persoalan
transparansi itu sudah ditambah lembaga-lembaga lain dan tidak
masuk salah satu dari itu (trias politica). Jangan terbelenggu
dengan yudikatif, eksekutif.”

Jadi, kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia
masuk dalam pembagian lembaga negara auxiliary body tanpa kendali
(independen dan mandiri) dan dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya tidak boleh adanya intervensi dari kekuasaan manapun.

3. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

192 jpid. him. 2
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Secara fundamental orang awan akan mudah mengerti apa itu
pengawasan, namun untuk memahami dan memberikan batasan secara
benar dan konkret tentang pengawasan cukup sulit dirumuskan, apalagi
kata “pengawasan” sering dikacaukan istilah dengan kata pemeriksaan,
pengendalian, supervisi, inveksi, dan lain-lain. Padahal esensi dari semua

istilah ini bermuara kepada pengertian pengawasan.

Secara etimologis kata “pengawasan” berasal dari bahasa Inggris
yakni supervision atau controlling yang juga bisa diartikan pengendalian.
Istilah supervision ini terdiri dari dua kata yaitu super dan vision, yang
berarti melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Sedangkan

orang yang melakukan tindakan pengawasan disebut sebagai supervisor.

Pengawasan dan pengendalian mempunyai makna yang berbeda
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengawasan berasal dari
kata “awas” yang berarti dapat melihat baik-baik, memperhatikan dengan
baik (waspada), bersikap hati-hati. Kata “mengawasi” diartikan melihat
dan memperhatikan, mengamat-amati, dan menjaga baik-baik.
Pengawasan didefinisikan sebagai penjagaan yang langsung dilakukan
oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi
tanggung jawab bawahannya itu. Sedangkan kata “kendali’ berarti kekang.
Pengendalian adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan,
penegakan. Kata “pengendali” berarti pemimpin atau orang yang
mengendalikan. Jadi, istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa

Indonesia sangat jelas perbedaannya. Hasil langsung dalam kegiatan
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pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian

adalah langsung memberikan arahan kepada objek yang dikendalikan.

Istilah pengawasan lebih dikenal dan dikembangkan dalam ilmu
menajemen, karena konsepsi tentang pengawasan ini merupakan salah
satu unsur dalam kegiataan pengelolaan.’®® Dalam pokok bahasan
manajemen, pengawasan ini merupakan salah satu rangkaian proses
manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan
yang bermaksud untuk menjamin keberhasilan suatu kegiatan, apakah
sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau belum.
Manajemen yang baik terdiri dari beberapa unsur. Selain unsur
perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, meliputi juga unsur
pengawasan. Keempat unsur tersebut saling terkait dan menyatu agar

tercapai tujuan dari cita-cita suatu institusi.0*

Pengawasan itu sendiri sangat diperlukan dalam suatu pengelolaan
organisasi. Pengawasan tersebut sangat diperlukan dalam manajemen
organisasi apapun bentuknya. Berdasarkan hal tersebut, suatu organisasi
yang baik harus memiliki pengawasan yang baik agar menjamin apa yang
dilakukan oleh suatu organisasi berlangsung sesuai dengan apa yang

direncanakan pada waktu semula.1%

103 Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan
Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, him. 36

104 Manullang, 1982, Dasar-dasar Manajemen, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, him.
12

105 Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, 2016, Pengawasan Hukum Terhadap
Aparatur Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, him. 3
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Beberapa ahli telah memberikan definisi maupun pengertian

tentang apa itu pengawasan. Definisi maupun pengertian tersebut sebagai

berikut:

1)

2)

3)

Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan
sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk
menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan
rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.'%
Siagian

Siagian mendefinisikan pengawasan adalah proses pengamatan
dari pada pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan organisasi untuk
menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

sebelumnya.%’

George R. Terry

Terry mendefinisikan pengawasan sebagai berikut: “control is to
determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective
measures, if needed to insure result in keeping with plan.” Artinya
pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan

melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan

108 pid. him. 13

7 Ibid.,
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4)

agar apa yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.!%®
Dalam definisi tersebut, pengawasan dilakukan di akhir kegiatan,

bukan pada saat kegiatan sedang berjalan.

Suyamto

Suyamto mendefinisikan pengawasan sebagai usaha atau kegiatan
untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebanarnya
mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan

semestinya atau tidak.

Definisi pengawasan yang dikemukakan Suyamto ini merupakan
kategori pengawasan sempit. Dalam definisi sempit ini wujud
pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan
tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya
sebatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan
sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya.
Dengan demikian dalam pengertian ini di dalam pengawasan tidak
terkandung kegiatan yang bersifat korektif, karena di samping itu
Suyamto juga memberikan perbedaan antara pengawasan dan
pengendalian. Pengendalian memiliki pengertian yang lebih luas
dari pada pengawasan. Pengendalian adalah kegiatan yang

meliputi pengawasan, tindakan korektif dan pengarahan.

108 Ipid. him. 14
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5)

6)

7

8)

Sedangkan definisi pengawasan sendiri adalah percocokan apakah

suatu kegiatan sama seperti yang dilakukan.1%®

Sarwoto

Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar
pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang

ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.'°

Soekarno K

Pengertian pengawasan ialah sebuah proses yang menentukan
tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang wajib dikerjakan,

agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.*!

Harahap

Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang dapat
digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala
aktivitas yang dilakukan dalam organisasi bisa menerapkan prinsip
efisiensi dan menuju pada upaya tercapainya keseluruhan tujuan

organisasi.*?

Maringan

la mendefinisikan Pengawasan sebagai proses dimana pemimpin

ingin mengetahui hasil aktualisasi pekerjaan yang dilakukan

109 1pid.,

110 jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2011, Dekontruksi Hukum Pengawasan Daerah, UB Press,
Malang, him. 106

111 ypid. him. 107

112 Harahap dan Sofyan Syafri, 2001, Budgeting Penganggaran: Perencanaan Lengkap Untuk
Membantu Manajemen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 14
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bawahan apakah sudah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan,

kebijakan yang telah ditentukan.'3

9) Bagir Manan (seorang ahli hukum tata negara)

Pengawasan adalah suatu bentuk hubungan dengan legal entity
yang mandiri, bukan hubungan internal dari entitas yang sama.
Bentuk dan isi pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau
berdasarkan ketentuan undang-undang. Hubungan pengawasan
hanya dilakukan terhadap hal yang secara tegas ditentukan dalam
undang-undang. Pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan
terhadap hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan undang-

undang.*

Pengertian yang dikemukakan oleh Bagir Manan ini terletak pada
pengertian pengawasan eksternal. Lembaga pengawas itu sebagai
entitas legal yang mandiri atau sebagai lembaga di luar dari
lembaga yang diawasi. Kemudian inti pengawasannya harus

berdasarkan atau ditentukan oleh undang-undang.

Dari pengertian dan definisi pengawasan diatas, dapat pula

dirumuskan suatu batasan dalam beberapa inti sari sebagai berikut:

1) Pengawasan adalah suatu proses usaha atau kegiatan untuk

mengetahui dan menilai

113 Maringan dan Masry S, 2004, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia,
Jakarta, him. 61
114 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Op. cit., him. 9
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2) Yang dilakukan oleh institusi internal (manajer atau pemimpin) atau
oleh lembaga eksternal yang mandiri sekaligus berwenang

3) Terhadap objek kegiatan yang telah ditentukan baik yang akan,
sedang, dan sudah berlangsung atau dijalankan

4) Supaya sesuai rencana Yyang ditetapkan atau hasil yang
dikehendaki

5) Agar tindakan yang diambil sesuai dengan visi dan misi
organisasi/institusi

6) Menurut atau berdasarkan undang-undang yang berlaku

Maka, pengawasan pada intinya diarahkan sepenuhnya untuk
menghindari adanya celah untuk melakukan penyelewengan atau
penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan pula,
diharapkan dapat mempermudah melaksanakan kebijakan yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien. Sehingga, melalui pengawan tercipta
suatu aktivitas yang berhubungan erat dengan penentuan atau evaluasi
mengenai sejauh  mana pengimplementasian pekerjaan sudah
dilaksanakan. Pengawasan juga dapat menilai sejauh mana kebijakan
pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi

dalam pelaksanaan kerja tersebut.'*®
b. Pengawasan dalam Konsep Hukum

Setiap lembaga negara kekuasaannya harus diawasi. Tidak boleh

ada lembaga negara yang kekuasaannya dibiarkan berjalan tanpa adanya

15 Ibid. him. 112
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pengawasan. Oleh karenanya, penting untuk merenungi makna dari
perkataan Lord Acton yang cukup terkenal bahwa “power tends to corrupt,
and absolute power corrupt absolutely” (kekuasaan cenderung korup, dan
kekuasaan absolut mutlak korup). Maka, kekuasaan wajib dikontrol agar

tidak sewenang-wenang.

Dalam teori ketatanegaraan, konstitusi adalah aturan main yang
disepakati dalam suatu negara untuk mengontrol agar kekuasaan tidak
absolut dan disalahgunakan. Kontrol kekuasaan oleh konstitusi itu dikenal
sebagai konstitusionalisme. Di dalam konstitusionalisme dikenal dengan
istlah pembatasan kekuasaan (limitation of powers). Pembatasan
kekuasaan ini bisa dengan dipisahkan (separated), disebarkan
(distributed), atau dibagikan (divided). Semuanya bermaksud agar

kekuasaan tidak dimonopoli oleh salah satu cabang kekuasaan saja.*'®

Beda hal jika kita berbicara dalam konteks era Yunani Kuno,
dimana seperti yang dijelaskan Plato bahwa filsuf-raja tidak perlu tunduk
kepada hukum karena hukum hanya digunakan untuk masyarakat yang
dipimpinnya. Plato meyakini bahwa seorang pemimpin (filsuf-raja)
merupakan orang yang benar-benar cerdas, bermoral dan bijaksana dan
jelas tahu bagaimana mengendalikan dirinya untuk memimpin masyarakat
demi mewujudkan sebuah negara yang ideal. Oleh karena keyakinan
tersebut, Plato menganggap walaupun seorang filsuf-raja tidak diikat oleh

hukum maka filsuf-raja tersebut tidak perlu dikhawatirkan akan

118 |driyanto Seno Adji DKK, Op. cit., him. 130
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menyalahgunakan hukum tersebut.!’ Dengan subjektivitas tersebut, Plato
menganggap filsuf-raja adalah manusia-manusia suci yang tidak akan
tenggelam dalam perbuatan jahat. Padahal kita tahu, di era tersebut
masyarakat belumlah sekompleks sekarang yang hanya berbentuk
Negara Kota (polis). Peran dari suatu undang-undang yang mengatur
antara pemimpin dan yang dipimpin perlu diadakan, demi menjamin
kepastian hukum dan keadilan. Konsepsi negara hukum klasik tersebut
kemudian dikonstruksikan oleh pemikir abad pencerahan seperti Thomas
Hobbes, John Locke, Baron de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau

dan lain-lain.

Kemudian, bagaimanakah pengawasan dalam konteks hukum?
Pengawasan dalam konteks hukum yaitu pengawasan yang dimaksudkan
untuk menilai segi-segi hukumnya saja. Bahwa pengawasan mulai dari
bentuk dan isinya dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan
ketentuan undang-undang yang berlaku. Artinya, pengawasan tidak
berlaku atau tidak diterapkan terhadap hal yang belum ditentukan dalam

undang-undang sebagaimana asas legalitas itu sendiri.'®

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau
kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan

pelaksanaannya dengan suatu sanksi.!'® Karena keberlakuan hukum itu

17 Fajlurrahman Jurdi, 2016, Teori Negara Hukum, Setara Pers, Malang, him. 4

118 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Op. cit., him. 146

119 sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum “Suatu Pengantar”, Liberty, Yogyakarta, him.
40
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secara umum bagi setiap orang maka ia menentukan apa yang seharusya
dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta
menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada aturan-

aturan tersebut.

Kemudian hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban
yang diberikan oleh hukum. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru
menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani
kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu
mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak dan dipihak lain
kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan tidak ada kewajiban tanpa

hakllZO

Pemikir bernama Lawrence M. Friedman dalam bukunya “Sistem
Hukum” mengatakan bahwa suatu sistem pasti memiliki substansi, struktur
dan kultur.*?! Ketiga unsur tersebut harus berkolaborasi untuk
menghasilkan output yang dicita-citakan oleh suatu kesatuan sistem. Dari
substansi, struktur dan kultur ini harus tercermin prinsip check and
balances agar dapat tercipta suatu tujuan dalam sistem hukum. Di dalam
suatu sistem tentunya berisi suatu tatanan struktural yang di isi oleh
individu-individu yang diberikan mandat oleh rakyat untuk menjalankan

sistem tersebut menuju cita-cita yang ingin dicapai bersama-sama.

120 1pid. him. 41
121 Law M. Friedman, 2009, Sistem Hukum “Perspektif Ilmu Sosial”, Nusamedia, Bandung, him. 12
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Individu-individu dalam struktur sistem yang memangku hak dan
kewajiban, perlu diawasi agar kewajiban yang ia laksanakan demi
tercapainya suatu cita-cita bersama tidak keluar dari jalan sebagaimana

mestinya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam perkembangannya pengawasan dalam hukum
bukan hanya diterapkan kepada individu-individu yang memangku jabatan
sturuktural pemerintahan, namun pengawasan juga dilaksanakan
terhadap lembaga tinggi negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), lembaga
negara, maupun aparatur yang menjalankannya. Kesuluruhan
pengawasan tersebut bermuara pada demi terciptanya keadilan,
kemanfaatan, kepastian hukum, hak asasi manusia, dan kesejahteraan

sosial.
c. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang mempunyai peranan yang
sangat penting bagi lancarnya kegiatan suatu organisasi. Pengawasan
bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa
rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus
dan lancar sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah

ditetapkannya.??

Fungsi pengawasan yang sangat penting adalah sosialisasi tentang

perlunya disiplin, mematuhi segala peraturan demi keselamatan kerja

122 Amran Suadi, 2014, Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia, PT Rajagrafindo
Persada, Depok, him. 22
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sama. Pengawasan sebagai fungsi manajemen bila dikerjakan dengan
baik dan konsisten, akan menjamin bahwa semua tujuan dari setiap orang
atau kelompok akan mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.
Hal ini membantu meyakinkan bahwa tujuan dan hasil tetap konsisten
satu sama lain dengan tujuan organisasi. Pengawasan berfungsi juga

dalam menjaga pemenuhan aturan dan kebijakan yang esensial.'?®

Menurut Arifin Abdur Rachman, pengawasan bertujuan untuk
mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan
sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, untuk
mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan
kegagalan-kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk
memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah,
untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien, dan apakah
tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga

mendapatkan efisiensi yang lebih besar.'?4

Menurut Leonard White maksud dari kegiatan pengawasan

adalah:1%®

1) Untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang
diperintahkan dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat.

2) Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh
undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan

123 1bid. him. 23

124 Vfictor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, PT Rineka
Cipta, Jakarta, him. 23

125 Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, Op. cit., him. 17
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Sedangkan tujuan pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan

Jusuf Juhir adalah:126

1) Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dar berwibawa
yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang
berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi
masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud
pengawasan masyarakat yang objektif, sehat dan bertanggung
jawab

2) Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur
pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya
keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan,
tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing apparat, rasa
bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-
hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Berdasarkan pendapat diatas tersebut, pengawasan memiliki
tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah
sesuai dengan apa Yyang direncanakan. Hasil koreksi tersebut
dipergunakan sebagai bahan pembelajaran untuk melakukan perbaikan di

waktu yang akan datang.

Terwujudnya tujuan yang dicita-citakan oleh organisasi sebenarnya
adalah tujuan pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu
mempunyai tujuan tertentu. Oleh karenanya, pengawasan mutlak
diperlukan dalam usaha pencapaian tujuan. Agar supaya tidak terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan terjadi.

d. Macam-macam Pengawasan

126 Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Op. cit., him. 26
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Macam atau jenis pengawasan dapat dibagi dalam beberapa

kategori, kategori tersebut diantaranya berdasarkan pola pemeriksaan,

waktu pelaksanaan, subjek yang melakukan pengawasan, cara

pelaksanaannya, serta berdasarkan waktu pelaksanaannya. Berikut ini

uraian dari macam-macam pengawasan.

1) Pengawasan berdasarkan derajat lembaga yang mengawasinya:*?’

a)

b)

Pengawasan Internal

Model ini adalah pembentukan suatu unit pengawasan sebagai
salah satu divisi kerja di dalam suatu lembaga yang akan
diawasi.

Pengawasan Semi Internal

Sistem pengawasan semi internal (yang berarti juga semi
eksternal) yaitu model pengawasan yang masih dalam cabang
kekuasaan itu sendiri. Pengawasan pada model ini tidak hanya
menjadi salah satu divisi kerja dari lembaga yang diawasi,
tetapi sudah menjadi lembaga baru, tetapi masih dalam cabang
kekuasaan yang sama.

Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal ialah pengawasan yang dilakukan betul-
betul lembaganya terpisah dari lembaga yang diawasi, bahkan
tidak dalam cabang kekuasaan yang sama.

2) Jenis Pengawasan Dilihat dari Pola Pemeriksaan:'?8

a)

Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk
melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan
menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan
kehematan.

b) Pemeriksaan Finansial

127 Indriyanto Seno Adji DKK, Op. cit., him. 134
128 Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, Op. cit., him. 19
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Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan
(transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan)
antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai
transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-
undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan
seterusnya.

c) Pemeriksaan Program

Pemeriksaan yang dimaksudkan untuk menilai program secara
keseluruhan. Contohnya seperti program pengendalian sampah
plastik. Ditinjau dari segi efektivitasnya untuk mengetahui
apakah tujuan semula telah ditentukan, juga telah dicapai, serta
apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan
alternatif yang wajar.

d) Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan yang mencakup keseluruhan pemeriksaan diatas,
mulai dari pemeriksaan operasional, finansial, hingga program.

3) Jenis Pengawasan Dilihat dari Waktu Pelaksanaan:12°

a) Pengawasan Preventif

Pengawasan yang melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai,
contohnya adalah dengan mengadakan pengawasan terhadap
persiapan-persiapan, rencana Kkerja, rencana anggaran,
rencana perencanaan tenaga, dan sumber-sumber lain.

b) Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilaksanakan lewat post audit, dengan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

4) Jenis Pengawasan Berdasarkan Subjek yang Melakukan
Pengawasan:3°
a) Pengawasan Melekat

Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap
bawahan dala suatu kerja yang dipimpinya.

b) Pengawasan Fungsional

129 pid. him. 20
130 Lembaga Administrasi Negara RI, 1992, Sistem Administrasi Negara RI, Jilid 2, CV. Haji
Masagung, him. 148
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d)

Pengawasan yang dilakukan oleh apparat yang tugas pokoknya
melakukan pengawasan seperti Inspektorat Jenderal, Itwilprop,
BPKP, dan Bapeka.

Pengawasan Legislatif

Pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik di
DPR RI maupun di daerah (DPRD).

Pengawasan Masyarakat

Pengawasan dilakukan oleh masyarakat, seperti yang dimuat
dalam media massa atau elektronik.

Pengawasan Politis

Pengawasan politis adalah pengawasan yang dilakukan oleh
lembaga politik

5) Jenis Pengawasan Berdasarkan Cara Pelaksanaannya®3!

a)

b)

Pengawasan Langsung

Pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung,
yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.

Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan
dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang
bersangkutan, apparat pengawas fungsional, pengawas
legislatif, pengawas masyarakat.

6) Jenis Pengawasan Berdasarkan Waktu Pelaksanaan:!3?

a)

b)

Sebelum Kegiatan

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, antara
lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan
rencana kerja dan rencana anggarannya, dan penetapan
petunjuk operasional.

Selama Kegiatan

Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan masih
berlangsung. Pengawasan ini bersifat represif terhadap yang
sudah terjadi dan sekaligus bersifat preventif untuk mencegah

131 jbid.,
132 Ibid.,
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berkembangnya atau berulang kesalahan pad tahap-tahap
selanjutnya.

Sesudah Kegiatan

Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai
dilaksanakan, dengan membandingkan antara rencana dan
hasil. Pemeriksaan apakah semuanya telah sesuai dengan
kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini
untuk mengkoreksi atas kesalahan-kesalahan yang terjadi
sehingga bersifat represif.

7) Pengawasan dari sisi objek yang diawasi

a)

b)

Pengawasan Khusus adalah pengawasan yang dilakukan
berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara.
Contohnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya
melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran
negara.

Pengawasan Umum adalah pengawasan yang dilakukan
secara keseluruhan. Contohnya adalah Inspektur Jenderal
melakukan pengawasan terhadap semua bidang kegiatan
Menteri tersebut.

e. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan maupun penegakan hukum saling terkait dan

terhubung.

Pengawasan sebagai salah satu upaya penegakan hukum,

maka ia masuk dalam kategori hubungan umum khusus mutlak. Dimana
pengawasan sebagai bagian dari penegakan hukum. Disini penegakan
hukum bersifat universal, karena bagian dari penegakan hukum banyak
jenisnya seperti pemberian sanksi atau pemberian ganti rugi. Jadi, semua
pengawasan ialah upaya penegakan hukum tapi tidak semua penegakan

hukum adalah pengawasan.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum dibuat untuk

dilaksanakan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang
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mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi dikatakan hukum, manakala ia
tidak dilaksanakan dan ditegakkan.'®®* Maka demi menjamin hukum
dilaksanakan dan ditegakkan maka penerapan maupun penegakan

hukum mesti diawasi.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam
kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum itu sendiri tidak lepas dari peran serta dari
penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan
kaedah-kaedah hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai
mental bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok
pula, begitu juga sebaliknya apabila penegak hukum memiliki mental yang
baik dalam menjalankan ataupun menegakkan hukum maka akan tercipta

penegakan hukum yang baik dan responsif.34

Hal yang melatar belakangi munculnya konsep pengawasan dalam
hukum karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat
penegak hukum yang didasari oleh prilaku penegak hukum itu sendiri

yang terjebak dalam praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan

133 gatjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru,
Bandung, him. 1

134 Laurensius Arliman S, 2015, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish,
Yogyakarta, him. 14
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melaksanakan tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum. Oleh
karenanya, sistem pengawasan dibuat agar upaya penegakan hukum

berjalan sesuai dengan tujuan hukum maupun kehendak masyarakat.

4. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
a. Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK)

DPR dan Pemerintah telah sepakat untuk merevisi Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Salah satu poin yang dibahas yaitu pembentukan Dewan
Pengawas KPK. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempatkan BAB VA
yang berisikan penjelasan mengenai Dewan Pengawas. Dalam BAB VA
tersebut menerangkan bahwa tujuan dibentuknya Dewan Pengawas ialah
dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi
Pemberantasan Korupsi.'*®> Untuk melaksanakan fungsi pengawasan
tersebut, Dewan Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari
Ketua dan anggota Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dilantik oleh

presiden atas rekomendasi dari Panitia Seleksi.**®

135 pasal 37 A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019
136 pasal 37 E UU No. 19 Tahun 2019
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Dewan Pengawas memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya 1 (satu) kali masa

jabatan.®” Adapun tugas dewan pengawas sebagai berikut:**8

1) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi
Pemberantasan Korupsi;

2) Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan,
penggeledahan, dan/ atau penyitaan;

3) Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi

4) Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai
adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam
Undang-Undang ini;

5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan
pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi; dan

6) Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1
(tahun).

Dewan Pengawas juga memiliki kewajiban membuat laporan
pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.*
Laporan tersebut disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.!*® Dewan Pengawas dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya diatas, membentuk organ

pelaksana pengawas yang diatur dengan Peraturan Presiden.4!

Dalam menjalankan tugas memberikan izin penyadapan,

penggeledahan dan/ atau penyitaan Dewan Pengawas dapat memberikan

137 pasal 37 A ayat (2) dan (3) UU No. 19 Tahun 2019
138 pasal 37 B ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019

139 pasal 37 B ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019

140 pasal 37 B ayat (3) UU No. 19 Tahun 2019

141 pasal 37 C UU No. 19 Tahun 2019
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izin secara tertulis atau tidak memberikan izin tertulis yang diajukan oleh
Pimpinan KPK paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak
permintaan izin diajukan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan

Dewan Pengawas. 42
b. Kedudukan Dewan Pengawas KPK

Untuk mengetahui kedudukan Dewan Pengawas KPK maka ada
baiknya kita mengetahui model pengawasan berdasarkan derajat lembaga
mengawasainya yang sudah dijelaskan pada sub-bab ini tentang
pengawasan. Paling tidak ada 3 (tiga) jenis: Pertama, adalah pengawasan
internal yang berada dalam lembaga itu sendiri; Kedua, pengawasan semi
internal yaitu masih di dalam cabang kekuasaan yang sama, tapi sudah
menjadi lembaga tersendiri; Ketiga, Pengawasan eksternal yang dimana
betul-betul lembaga terpisah dari lembaga yang diawasinya, bahkan tidak

dalam cabang kekuasaan yang sama.

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK) menerangkan struktur

organisasi KPK terdiri atas:4?

1) Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;

2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima)
orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

3) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan isi pasal diatas maka kita bisa menyimpulkan bahwa

Dewan Pengawas adalah pengawas semi internal dimana ia menjadi

142 pasal 47 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019
143 pasal 21 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019
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lembaga tersendiri, namun masih dalam lingkup Komisi Pemberantasan
Korupsi. Makin dipertegas bahwa Dewan Pengawas adalah lembaga
tersendiri namun masih dalam lingkup KPK karena Ketua dan anggotanya
diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.'** Dan
pemberhentian Dewan Pengawas KPK ditetapkan pula oleh yang

mengangkatnya.#®

c. Aturan Pelaksanaan Pemberian Izin Penyadapan, Penggeledahan

dan/atau Penyitaan Oleh Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas
salah satunya yakni memberikan izin atau tidak memberikan izin
penyadapan, penggeledahan, dan/ atau penyitaan yang termaktub dalam
pasal 37B huruf b UU No. 19 Tahun 2019. Dalam UU tersebut mekanisme

pemberian izin dijabarkan secara umum.

Pada tanggal 28 Januari 2020, Komisi Ill DPR RI dengan lingkup
tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan menggelar
rapat perdana dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta.!#® Dalam rapat tersebut, anggota Dewan
Pengawas menjelaskan beberapa tugas penting yang dalam mengawasi
kinerja KPK. Hal tersebut dilakukan, untuk mempertegas tugas Dewan

Pengawas yang tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi

144 pasal 37 E ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019
145 pasal 37 F ayat (4) UU No. 19 Tahun 2019
146 Haryanti Puspa Sari, “Penjelasan Dewas KPK Soal Izin Penyadapan, Penggeledahan hingga
Evalusasi Pimpinan”(nasional.kompas.com/read/2020/01/28/07260631/penjelasan-dewas-kpk-
soal-izin-penyadapan-penggeledahan-hingga-evaluasi?page=all, Diakses pada 17 Juni 2020, 2020)
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Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, Dewan Pengawas KPK dalam
rapat dengan Komisi Ill dan Pimpinan KPK memaparkan bentuk tugas-
tugas pentingnya, seperti pemberian perizinan  penyadapan,

penggeledahan dan atau penyitaan.

Dalam UU tersebut, penyadapan adalah kegiatan untuk
mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat tranmisi informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik
menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti
pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik

lainnya.4’

Keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus korupsi didukung
oleh hasil penyadapan. Penyadapan adalah merupakan salah satu teknik
untuk mendapatkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus dan
sebagai dasar menetapkan langkah penyelidikan berikutnya. Semua
orang tidak akan dapat menutup mata bahwa penyadapan adalah salah
satu faktor penting dalam pengungkapan kasus korupsi, tetapi, menurut
Zainal Arifin Muchtar “sangat tidak etis, kalau penyadapan dilakukan untuk
tujuan pengungkapan kasus yang tidak dipermasalahkan karena dapat
mengusik hak privasi seseorang.!*® Kewenangan penyadapan KPK oleh

sebagain pihak dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia

147 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 5
148 sudiman Sidabukke, “Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia”, Universitas Surabaya, 2019, him. 8
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(HAM), karena dengan adanya penyadapan tersebut orang merasa

dizalimi dan diganggu kehidupan privasinya.4°

Argumentasi bahwa penyadapan merupakan pelanggaran HAM
menjadi alasan kelompok yang tidak setuju pada tindakan penyadapan.
Berbeda halnya dengan kelompok yang mendukung penyadapan melihat
tindakan tersebut justru merupakan tindakan antisipasi kejahatan.
Penyadapan atau interpretasi merupakan salah satu upaya penegakan
hukum istimewa dalam usaha menemukan bukti-bukti yang cukup guna
proses penyidikan. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan
penangkapan, penahanan, introgasi, penggeledahan, dan sebagainya,
penyadapan membutuhkan kecermatan sebelum melakukannya. Hal
tersebut dikarenakan biasanya tindakan penyadapan dilakukan penegak
hukum ketika timbul dugaan bahwa seseorang atau korporasi melakukan
tindak pidana yang sangat membahayakan kepentingan umum, seperti
korupsi, makar, terorisme, dan lain-lain. Penyadapan dapat dikatakan
sebagai tindakan yang dilakukan penegak hukum setelah adanya dugaan
kuat telah terjadi kesepakatan dalam pembicaraan untuk melakukan
tindak pidana. Penentuan akan dugaan kuat tersebut memang berada di

tangan penegakan hukum secara eksklusif dan rahasia mengingat

149 Ipid. him. 1
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penyadapan dilakukan untuk tindakan preventif (pencegahan) suatu tindak

pidana.t®°

Dalam Pasal 28 J ayat 2 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak
dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis” ataupun pandangan Mahkamah Konstitusi
melalui Putusan Nomor: 5/PUU-VII/2010 dan Nomor: 006/PUU-I/2003
dalam pengujian terhadap aturan penyadapan. Secara ringkas
menekankan bahwa privacy right meskipun masuk rumpun derogable right
(hak yang dapat dikurangi), akan tetapi “pengurangannya” harus dilakukan
dengan mekanisme hukum atau dengan diberlakukan peraturan

perundang-undangan tentang penyadapan.t>!

Pada UU a quo Pasal 12B Ayat (1) setiap penyadapan
dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
Kemudian, untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dilaksanakan
berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi.'®> Setelah itu, Dewan Pengawas dapat

150 Hwian Christianto, “Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, Jurnal
Hukum Prioris, Vol. 5 No. 2, 2016, him. 91

151 Agus Suntoro, “Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 1, Maret 2020, him. 29

152 pasal 12B Ayat 2 UU No. 19 Tahun 2019
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memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud
paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
permintaan diajukan.’®®* Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawa, penyadapan
dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis
diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang

sama.®*

Kemudian, ketika sedang berlangsung penyadapan yang dilakukan
Penyelidik dan Penyidik wajib melaporkan penyadapan yang sedang
berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara
berkala.’> Pada saat penyadapan telah selesai dilaksanakan harus
dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung

sejak penyadapan selesai dilaksanakan.>®

Berdasarkan UU tersebut juga, menjelaskan bahwa hasil
penyadapan bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.’®” Kemudian, hasil
penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang
ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.!>®

Ketika pemusnahan yang dimaksud tidak dilakukan, pejabat dan/atau

153 pasal 12B Ayat 3 UU No. 19 Tahun 2019
154 pasal 12B Ayat 4 UU No. 19 Tahun 2019
155 pasal 12C Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2019
156 pasal 12C Ayat 2 UU No. 19 Tahun 2019
157 pasal 12D Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2019
158 pasal 12D Ayat 2 UU No. 19 Tahun 2019
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orang yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.t>®

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan
penyidikan dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dan dapat
meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait.'®® Kemudian,
dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan
penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.'®! Kemudian, Dewan
pengawas dapat memberikan izin tersebut paling lama 1x24 jam sejak

permintaan izin diajukan.'6?

Dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan, wajib membuat
berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan

penyitaan paling sedikit memuat sebagai berikut:63

1) Nama, jenis dan jumlah barang atau benda berharga lain yang
digeledah dan disita

2) Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun
dilakukan penggeledahan dan penyitaan

3) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau
benda berharga lain tersebut

4) Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan
penggeledahan dan penyitaan

5) Tandan tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang
menguasai barang tersebut.

Kemudian, salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan

disampaikan kepada tersangka atau keluarga dari tersangka. Kemudian

159 pasal 12D Ayat 3 UU No. 19 Tahun 2019

160 pasal 12 Ayat 2 Huruf H UU No. 19 Tahun 2019

161 pasal 47 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2019

162 pasal 47 Ayat 2 UU No. 19 Tahun 2019

163 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 3
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hasil dari penggeledahan dan penyitaan akan dilakukan pelelangan sesuai

dengan Peraturan Pemerintah.64

B. Analisis
1. Cacat Formil Pembentukan UU No. 19 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi

Konstitusi Indonesia sebagai dasar hukum tertinggi telah
mengkonstruksikan bagaimana pembentukan undang-undang yang
bernilai konstitusional. Pertama, Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945
menyebutkan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD. Nilai ini merupakan morality of constitution yang
menitikberatkan penyelenggaraan kekuasaan didasarkan pada kehendak
rakyat sesuai koridor konstitusi. Dari pasal inilah, disatu sisi rakyat
menitipkan amanat penyelenggaraan negara kepada perwakilannya di
lembaga legislatif dan eksekutif agar dijalankan berdasarkan aspirasi dan
kepentingan serta kebutuhan rakyat. Kedua, Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI
1945 mengkonstruksikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum
(rechtstaat) yang harus dimaknai sebagai suatu negara berdasarkan atas
hukum atau suatu negara yang diperintah oleh hukum (a state governed
by law). Konsekuensi logis dari konsep negara hukum demikian yakni
legislator (pembentuk undang-undang) harus patuh terhadap prosedur

formil dan materil pembentukan legislasi untuk menghasilkan produk

164 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Pasal 47A
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hukum yang konstitusional dan berkeadilan sebagai sebagai kerangka

pengaturan bernegara.

Secara umum, demokrasi dikatakan sebagai penyelenggaraan
negara dari, oleh dan untuk rakyat. Melalui demokrasi inilah, rakyat dapat
mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang
yang dilakukan oleh representasi rakyat tidak dapat menegasikan atau

bertentangan dengan kehendak rakyat.

Menurut Bagir Manan, dalam tatanan negara berkonstitusi atau
konstitusionalisme, suatu konstitusi harus mencerminkan tatanan dan nilai
demokrasi (substantif dan prosedural), tatanan negara hukum (formal dan
materil) dan berbagai aspek konstitusionalisme lainnya. Salah satu aspek
yang sangat krusial dari demokrasi adalah partisipasi publik. Walaupun
sudah ada DPR yang mewakili publik, tetapi dalam negara demokrasi di
manapun di dunia ini, partisipasi langsung publik tetap sangatlah penting.
Karena itu tetap ada tradisi referendum, inisiatif rakyat, public hearing,
anquatte, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, mekanisme konstitusi
tidak semata-mata ditentukan oleh kehendek badan perwakilan. Selain
wajib memperhatikan kehendak publik, tidak kalah penting adalah etika

konstitusi.16>

Perubahan suatu peraturan perundang-undangan dilaksanakan

dalam rangka mengurangi, menambah, dan/atau menghapus beberapa

165 Bagir Manan, 2020, Makalah: “Fenomena Tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan
Korupsi”, him. 22-23
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pasal atau ayat yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang
lama. Sehingga yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan
yang baru, dan sebagian peraturan perundang-undangan yang lama
masih tetap berlaku sepanjang belum diubah/dihapus dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan yang baru.

Dalam hal perubahan undang-undang, perubahan ini menjadi
kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama
Presiden. Kedua Lembaga Negara ini merupakan pihak yang berwenang
membentuk undang-undang sebagaimana dimuat dalam UUD NRI Pasal

20 dan Pasal 20A.

Revisi UU KPK merupakan cermin politik hukum negara tentang
arah kebijakan pemberantasan korupsi di masa depan. Menurut Imam
Syaukani, politik hukum merupakan dasar kebijakan penyelenggaraan
negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang
bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat demi mencapai

tujuan negara yang dicita-citakan.6®

Secara historis, perjalanan panjang wacana revisi UU KPK telah
bergulir dari tahun 2010 dengan berbagai situasi yakni batalnya

pembahasan, pemberhentian pembahasan, penolakan atas substansi

166 yulianto, “Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan
Korupsi”, Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 11 No. 1, April 2020, him. 112
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yang ada dalam RUU KPK hingga disahkannya menjadi UU pada tahun

2019.1¢7

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru dalam
perjalanan panjangnya semenjak berdiri pada tahun 2002. Babak baru ini
ditandai dengan lahirnya UU KPK Baru yang merevisi UU No. 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. UU KPK Baru tersebut
mengisyaratkan beberapa poin perubahan sebagaimana yang dianalisis
oleh Tim KPK terhadap RUU Perubahan Kedua UU KPK sebagaimana
telah disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI pada 17 September 2019

sebagai berikut:168

a) KPK diletakkan sebagai lembaga Negara di rumpun eksekutif

b) Pegawai KPK berstatus Aparatur Sipil Negara tidak lagi sebagai
Pegawai Profesional berdasarkan keahliannya

c) Hadirnya Dewan Pengawas KPK

d) Kewenangan Dewan Pengawas KPK masuk pada teknis
penanganan perkara

e) Pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum

f) Pemangkasan kewenangan Penyelidikan

g) Pemangkasan kewenangan Penyadapan

h) Jangka waktu untuk SP3 dibatasi 2 tahun

i) Dihapuskannya posisi Penasihat KPK

j) KPK hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara

Beberapa poin yang krusial diatas, secara tidak langsung menjadi

konsekuensi logis dari terlalu cepatnya pembahasan yang dikerjakan oleh

167 Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “Jalan Panjang Revisi UU KPK, Ditolak Berkali-kali hingga
Disahkan” (https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang-revisi-uu-
kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all Diakses Pada 3 Oktober 2020, 2019)

168 Sjaran Pers KPK, “KPK Identifikasi 26 Poin yang Beresiko Melemahkan KPK”
(https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-beresiko-
melemahkan-di-ruu-kpk Diakses Pada 3 Oktober 2020, 2019)
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DPR RI dalam kurung waktu 14 (empat belas) hari serta syarat akan
kepentingan politik yang kuat. Maka, dengan berdasarkan atas fakta
tersebut, mendeskripsikan ketidakjelasan maksud dan tujuan legislator
dalam merevisi UU KPK karena substansi yang timbul membuat lembaga

anti rasuah menjadi kehilangan marwahnya.

Hal yang menjadi syarat untuk mengetahui keabsahan
pembentukan suatu undang-undang, dapat dilihat bagaimana proses
undang-undang tersebut dibentuk. Berdasarkan dari pendapat Satjipto
Rahardjo, bahwa proses pembentukan hukum pada intinya terdiri atas
golongan besar, yaitu tahap sosiologis dan tahap yuridis. Dalam tahap
sosiologis berlangsung proses-proses untuk mematangkan suatu masalah
yang selanjutnya akan dibawah ke agenda yuridis. Dalam tahap sosio-
politis, gagasan awal bahwa suatu hal perlu diatur dalam hukum diolah
oleh masyarakat sendiri, dibicarakan, dikritik, dipertahankan, melalui
pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam
masyarakat. Pada tahap ini suatu gagasan mengalami ujian, apakah ia
akan bisa dilanjutkan sebagai agenda publik yang akan diformat secara

hukum ataukah berhenti di tengah jalan.%°

Sebagaimana diketahui, dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan terdiri dari beberapa tahap yakni perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan, hinga pengundangan.'’®© Oleh karenanya,

169 Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, him. 135
170 pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 Tahun 2019
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untuk mengetahui suatu undang-undang mengalami cacat formil atau

tidak, dapat ditelusuri dari proses yang terjadi disetiap tahapan tersebut.

Di Indonesia, untuk menilai kebenaran formil pembentukan undang-
undang dapat diukur dari beberapa ketentuan yang mengatur proses
tersebut. Mulai dari Pasal 20 dan Pasal 22 A UUD NRI 1945 hingga

aturan dibawahnya yang meliputi:

a) UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

b) UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU
No. 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan

c) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah

dengan Peraturan DPR No. 2 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib

UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pada Pasal
16, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 45 mewajibkan bahwa setiap
pembentukan undang-undangan harus melalui proses perencanaan
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu suatu dokumen yang
memuat skala prioritas pembentukan undang-undang dalam rangka

mewujudkan sistem hukum nasional.

Kemudian, Prolegnas terbagi atas dua, untuk jangka panjang 5

(lima) tahun dan Prolegnas prioritas tahunan.'’* Artinya, semua undang-

171 pasal 20 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011
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undang yang akan dibahas ataupun disahkan DPR bersama Presiden
harus terlebih dahulu masuk dalam Prolegnas jangka panjang atau yang
akan disahkan pada tahun itu, semisal 2019, maka undang-undang
dimaksud harus masuk dalam Prolegnas prioritas 2019. Jadi, jika suatu
undang-undang tidak masuk dalam Prolegnas prioritas, tidak boleh

disahkan pada tahun itu.

Faktanya yang ditemukan, bahwa Perubahan Kedua UU KPK tidak
masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019. Hal ini terlihat dalam Keputusan
DPR Nomor: 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Prolegnas Prioritas 2019
yang ditetapkan pada 31 Oktober 2018. Dari 55 RUU yang terdiri dari
luncuran prolegnas RUU prioritas tahun 2018 dan RUU usulan baru yang
ditetapkan sama sekali tidak ditemui adanya RUU tentang Perubahan

Kedua UU KPK.

Bahkan, dalam empat kali evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas
2019 tersebut baik pada tanggal 28 Mei 2019, 4 Juli 2019, 25 Juli 2019,
dan 1 Agustus 2019 Perubahan Kedua UU KPK tetap tidak masuk dalam

Prolegnas Prioritas 2019.172

Namun, pada 5 September 2019, DPR menggelar rapat paripurna

pengesahan revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR, yang cuma dihadiri

172 Kurnia Ramadhana dan Agil Oktaryal, 2020, Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan
Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK, Indonesia Corupption
Wacth, Jakarta, him. 20
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oleh sekitar 70 orang anggota.l’® Kemudian revisi UU KPK diselipkan oleh
DPR ke dalam Prolegnas Prioritas 2019 secara tiba-tiba dan tanpa
sepengetahuan publik pada tanggal 9 September 2019 dan disahkan
menjadi undang-undang pada 17 September 2019 dengan status inisiatif

DPR.174

Akan tetapi, dasar DPR memasukkan Perubahan Kedua UU KPK
ke dalam Prolegnas 2019 karena undang-undang tersebut dinilai masuk
ke dalam kategori kumulatif terbuka, yakni sebagai tindak lanjut atas
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Tetapi klaim ini
jelas tidak sesuai. Sebab, jika merujuk pada Pasal 23 Ayat (1) UU
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memang disebutkan
bahwa dalam Prolegnas dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri

atas:

a) Pengesahan perjanjian internasional tertentu

b) Akibat putusan Mahkamah Konstitusi

c) Anggaran pendapatan dan belanja negara

d) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi
dan/atau Kabupaten/Kota; dan

e) Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang

Tetapi, dalam konteks tindak lanjut atas putusan MK, harus ada
syarat-syarat yang mesti dipenuhi agar suatu undang-undang layak

disebut sebagai bentuk tindak lanjut atas putusan MK yakni pertama,

173 https://news.detik.com/berita/d-4709596/superkilat-ini-kronologi-13-hari-dpr-jokowi-revisi-
uu-kpk. Diakses Pada 7 Oktober 2020, Pukul 20:55 WITA.

174 https://www.cnbcindonesia.com/news/20190917110955-4-99954/gercep-ruu-kpk-inisiatif-
dpr-5-september-disahkan-hari-ini. Diakses Pada 7 Oktober 2020, Pukul 21:00 WITA.
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harus dicantumkan dalam bagian konsideran bahwa undang-undang yang
dibentuk adalah tindak lanjut dari putusan MK. Kedua, undang-undang
hanya mengatur hal apa saja yang diputus oleh MK, tidak dibenarkan

menyimpang dari apa yang telah diputuskan MK.

Sekarang bisa dilihat dari UU No. 19 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi sama sekali tidak memasukkan Putusan MK No:
36/PUU-XV/2017 dalam konsideran bagian menimbang undang-undang
tersebut. Kemudian, materi muatan yang ada dalam UU tersebut sama
sekali tidak mencerminkan apa yang diputus MK dalam Putusan No:
36/PUU-XV/2017 tersebut. Bahkan undang-undang yang diuji dalam
putusan ini sebenarnya adalah UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR,

DPR, DPD, dan DPRD bukan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Pasal 43 Ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan telah mensyaratkan bahwa setiap undang-undang wajib disertai
naskah akademik. Naskkah akademik (NA) tersebut harus memuat
analisis akademik hal-hal yang melatarbelakangi hal-hal yang hendak
diatur, begitu pula dampak pengaturannya dan kajian akademis harus
memadai dan sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, NA
merupakan dokumen penting untuk menjustifikasi maksud, tujuan, serta
implikasi dari pasal-pasal yang akan diubah dan dibentuk. Akan tetapi,
keharusan ini tidak terlihat dalam NA yang digunakan untuk melakukan

revisi UU KPK yang dikonkritkan dalam UU No. 19 Tahun 2019 tersebut.
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NA yang digunakan juga, bukanlah NA yang sebenarnya, melainkan NA
yang telah digunakan untuk tahun 2011 dan tak lagi sesuai perkembangan
zaman dan tidak ditemukannya NA untuk menyusun Perubahan Kedua
UU KPK sebagaimana klaim perwakilan pemerintah dalam pembahasan
UU KPK Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah tidak
adanya naskah akademik.'”™ Tetapi, sampai detik ini tidak adanya berkas

NA untuk merevisi UU KPK selain tahun 2011.

Namun, penulis sempat memperoleh NA Perubahan Kedua UU
KPK pada 15 Oktober 2020 pada website DPR RI, tetapi ditarik kembali
tanpa alasan yang jelas. Maka dari itu, fiktifnya NA revisi UU KPK tetap
dibenarkan. Oleh karena itu, pada tahap perencanaan, perubahan UU
KPK tidak melalui proses perencanaan dalam Prolegnas Prioritas 2019

dan Naskah Akademik fiktif.

Kemudian, salah satu kewajiban dalam membentuk undang-
undang adalah taat terhadap asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik. Pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15
Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah
menegaskan bahwa terdapat tujuh asas yang harus dipedomani dalam
membentuk suatu undang-undang dimana asas tersebut bersifat

kumulatif, jadi dimaknai satu saja dari asas tersebut dilanggar, maka suatu

175 https://sains.kompas.com/read/2019/09/17/19472341/menkumham-dibilang-naskah-
akademik-ruu-kpk-tak-ada-yang-benar-aja. Diakses Pada 7 Oktober 2020, Pukul 22:00 WITA.
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undang-undang sudah bisa dikatakan cacat formil dalam

pembentukannya. Asas tersebut terdiri atas:'’®

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Kejelasan tujuan

Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
Kesesuaian antara, jenis, hierarki, dan materi muatan
Dapat dilaksanakan

Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Keterbukaan

Asas memiliki fungsi penting dalam pembentukan undang-undang,

sebagaimana dikatakan Hamid S. Attamimi menyebutkan bahwa asas-

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berfungsi

untuk:

“...memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi
peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi
penggunaan metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti
proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan, serta
bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan, dan pembentukan suatu
peraturan perundang-undangan. Kemudian, dapat digunakan oleh
hakim untuk melakukan pengujian (toetsen), agar peraturan-
peraturan tersebut memenuhi asas-asas dimaksud, serta sebagai
dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum maupun
sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku.”"”

Selaras dengan yang diungkapkan oleh Phlipus M. Hadjon,

menurutnya:

“....asas peraturan perundang-undangan yang baik berfungsi
sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum,
maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan-aturan hukum
yang berlaku. Dengan demikian, dari segi pembentukan aturan

176 pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011
177 yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, him. 166
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hukum misalnya pembentukan undang-undang, asas-asas tersebut
haruslah menjadi pedoman dalam perancangan undang-undang”

Dengan demikian, telah jelas bahwa asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik memiliki fungsi esensial

sebagai patokan dalam pembentukan undang-undang.

Faktanya, dalam pembentukan Perubahan Kedua UU KPK, dari
tujuh asas, lima asas diantaranya telah dilanggar oleh legislator yaitu asas
kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan, asas dapat dilaksanakan, asas

kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan.

Pengertian asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap
pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan
yang jelas yang hendak dicapai. Namun, jika melihat proses pembentukan
serta substansi revisi UU KPK terlihat jelas bahwa legislator tidak memiliki
tujuan yang jelas. Misalnya, pada konsideran huruf a Perubahan Kedua
UU KPK, yang menyebutkan ‘bahwa dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi,
korupsi, dan nepotisme (KKN)”. Dapat dimaknai dari bagian tersebut
bahwa kelembagaan KPK dihadirkan dengan tujuan menjadi salah satu
motor penggerak terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dari
kolusi, korupsi,dan nepotisme. Dengan tujuan tersebut, maka KPK secara
kelembagaan harus diperkuat. Tetapi dalam kenyataannya, sebagaimana

poin-poin penting dalam UU KPK baru dari analisis TIM KPK di atas justru
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melemahkan KPK bukan memperkuat secara kelembagaan. Bahkan
perlemahan KPK secara kelembagaan melalui revisi UU KPK sebenarnya

telah berlangsung sejak 2010.178

Selanjutnya, asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap
peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis
penyusunan peraturan perundang-undagan, sistematika, pilhan kata, atau
istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti agar tidak
menimbulkan berbagai macam penafsiran dalam pelaksanaanya. Penting
diingat bahwa dalam Perubahan Kedua UU KPK, legislator melakukan
kesalahan dalam merumuskan pasal-pasal kontroversial dalam UU KPK
baru. Pada Pasal 69D dan Pasal 70C dalam UU KPK baru mengandung
ketidakjelasan rumusan. Pasal 69D menyebutkan “Sebelum Dewan
Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi
Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum
Undang-Undang ini diubah” yaitu UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.
Sementara Pasal 70C menyebutkan “Pada saat Undang-Undang ini
berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak
Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan
berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini’.
Pasal tersebut memerintahkan agar UU No. 19 Tahun 2019 yang

digunakan sebagai dasar hukum KPK bekerja. Artinya, ada ketidakjelasan

178 Kurnia Ramadhana, “Bahaya Laten Pelemahan KPK”
(https://mediaindonesia.com/read/detail/95836-bahaya-laten-pelemahan-kpk, Diakses Pada 7
Oktober 2020, Pukul 23:00 WITA, 2017)
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rumusan dalam kedua pasal tersebut yang berakibat saling kontradiksinya
antar pasal. Kontradiksi ini kemudian berakibat pada terjadinya
kekosongan hukum sesaat UU KPK baru disahkan. Dengan demikian,
telah jelas bahwa legislator telah melanggar asas kejelasan rumusan
dalam membentuk UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU

KPK.

Asas dapat dilaksanakan juga telah dilanggar sebab adanya pasal
yang bertentangan antara Pasal 69D dan 70C yang menyebabkan adanya
kekosongan hukum pada saat UU KPK baru disahkan. Sedangkan asas
kedayagunaan dan kehasilgunaan yang dilanggar sebab makna dari asas
tersebut bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena
memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Faktanya UU KPK
baru tidak mencerminkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah
dengan banyaknya penolakan yang begitu besar dan luas disetiap lapisan
bahkan setiap wilayah di Indonesia dan sampai menelan korban jiwa."®
Penolakan ini juga berangkat dari kesadaran masyarakat bahwa revisi UU
KPK sama sekali tidak dibutuhkan karena isi yang dihadirkan
memperlemah KPK secara kelembagaan seperti di dalam UU KPK Pasal
1 Ayat (3) yang memasukkan KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif.
Hal tersebut, mempermudah KPK untuk dintervensi dalam penegakan

kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya.

179 https://www.jawapos.com/nasional/25/12/2019/kaleidoskop-2019-demo-tolak-revisi-uu-kpk-
timbulkan-korban-jiwa/, Diakses Pada 7 Oktober 2020, Pukul 23:30 WITA.
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Terakhir asas keterbukaan, yang termaknai bahwa dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahap
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan
dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Oleh karenanya,
seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk
memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan. Mengapa asas ini dilanggar? Karena tidak mengakomodir
aspirasi rakyat yang menyampaikan pemikiran serta kritikan terhadap UU
KPK dan tidak melibatkan KPK sebagai objek pengaturan dalam
pembahasan.® Tidak terpenuhinya asas keterbukaan ini dapat dilihat dari
keputusan perubahan UU KPK yang diambil secara tiba-tiba serta
pembahasan yang dilakukan secara tertutup, dalam waktu yang sangat
cepat dan terbatas. Sehingga telah nyata bahwa pembentukan UU No. 19
Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU KPK telah melanggar asas
keterbukaan karena tidak mengakomodir masukan dari masyarakat
maupun KPK secara kelembagaan. Oleh karena itu dalam tahap
penyusunan Perubahan Kedua UU KPK sangat jelas melanggar asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana
terkmaktub dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan.

180 https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/11032741/mulusnya-pengesahan-revisi-uu-
kpk-abai-kritik-hingga-tak-libatkan-kpk?page=all, Diakses Pada 9 November 2020 Pukul 06:00
Wita
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Kemudian, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus
terlebih dahulu melalui tahap pembahasan yang dilakukan melalui dua

tingkat pembicaraan di DPR RI, yaitu:*8!

a) Pembicaraan tingkat | dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi,
rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia
Khusus

b) Pembicaraan tingkat Il dalam rapat Paripurna

Pada Pasal 68 Ayat (6) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan “Dalam
pembicaraan tingkat | dapat diundang pimpinan lembaga negara atau
lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan
lembaga negara atau lembaga lain”. Artinya, ketika revisi UU KPK tengah
dilakukan, pembentuk undang-undang harus meminta KPK secara
kelembagaan untuk terlibat dalam pembahasan. Dalam konteks revisi UU
KPK, KPK secara kelembagaan tidak pernah diundang dalam

pembahasan.'8?

Proses pada tahap pembasan revisi UU KPK tidak hanya
menghilangkan partisipasi KPK secara kelembagaan, melainkan juga
menghilangkan partisipasi masyarakat dalam pembahasannya, padahal

itu menjadi esensi dalam pembentukan undang-undang. Pasal 96 UU No.

181 pasal 67 UU No. 12 Tahun 2011

182 https://nasional.kompas.com/read/2020/02/04/14564891/bantah-arteria-agus-rahardjo-
sebut-kpk-tak-dilibatkan-dalam-revisi-uu?page=all, Diakses Pada 10 November 2020 Pukul 20: 29
Wita
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12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

menegaskan bahwa:

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau
tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a) Rapat dengar pendapat umum;

b) Kunjungan kerja;

c) Sosialisasi;

d) Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang
perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan
atau substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Berarti, dalam proses pembahasan, masyarakat diberikan hak
untuk memberikan masukan, baik itu secara lisan maupun tertulis.
Berbagai demonstrasi serta penolakan revisi UU KPK yang dilakukan oleh
seluruh elemen masyarakat terjadi di berbagai wilayah di Indonesia,
menjadi konsekuensi logis bahwa terjadi banyak masalah pada materi
muatan revisi UU KPK. Tetapi, hal tersebut tidak diakomodir oleh
pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, partisipasi publik untuk
memberikan masukan atas UU KPK sama sekali dihiraukan. Bisa terlihat
pada September 2019 yang lalu terjadi aksi besar-besaran di berbagai
wilayah di Indonesia, bahkan dalam aksi tersebut terdapat lima orang

peserta aksi tewas karena kekerasan oknum aparat penegak hukum. 83

183 https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/25/072855665/demo-uu-kpk-dan-rkuhp-232-
orang-jadi-korban-3-dikabarkan-kritis?page=all, Diakses Pada 11 November 2020 Pukul 10:50
Wita
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pertama, proses Perubahan Kedua
UU KPK berjalan cepat dan penuh kejanggalan. Kedua, pembahasan
Perubahan Kedua UU KPK dilakukan secara tidak partisipatif. Ketiga,
rapat-rapat dalam pembahasan Perubahan Kedua UU KPK dilakukan
secara tertutup. Berikut proses kilat perubahan kedua UU No. 30 Tahun

2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi:

Bagan. 1

Proses Kilat Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi

3 September 2019: Rapat Baleg DPR memutuskan
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30
Tahun 2002 Tentang KPK sebagai RUU usulan Baleg
DPR

v

3 September 2019: Pimpinan Baleg DPR, Drs Sudiro Asno, AK mengirimkan
surat kepada Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM perihal penjadwalan penetapan
RUU dalam Rapat Paripurna DPR, mengusulkan RUU tentang Perubahan Kedua

atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai RUU inisiatif DPR.

v

4 September 2019: undangan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Perihal Rapat
Paripurna DPR Rl tanggal 5 September 2019 dengan agenda Pendapat Fraksi-
Fraksi terhadap usul Baleg DPR Tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun
2002 Tentang KPK dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU
usul DPRRI

v

5 September 2019: Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU Tentang
Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK sebagai RUU
inisiatif DPR R

v
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6 September 2019: Ketua DPR mengirim Surat No.
LG/14818/DPR/DPRRI/IX/2019 hal Penyampaian RUU Tentang Perubahan
Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK sebagai RUU inisiatif DPR Rl

v

9 September 2019: RUU Tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002
Tentang KPK dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2019 secara tiba-tiba
dan tanpa sepengetahuan publik. 9 September 2019: RUU Tentang Perubahan
Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK dimasukkan ke dalam Prolegnas
Prioritas 2019 secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan publik.

v

11 September 2019: Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden
Nomor R-42/Pres/09/2019 kepada Ketua DPR dengan Hal: Penujukan Wakil
Pemerintah Yakni Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Membahas RUU Tentang

Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK

v

12 September 2019: Menkumham Yasonna Laoly (sendiri, tanpa
Menpan RB) memberikan Pandangan dan Pendapat Presiden atas
RUU Tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK

v

13 September 2019: Pemerintah sudah membawa Daftar Isian
Masalah berisi 286 Nomor isian masalah.

v

13 September 2019: Presiden Rl melakukan Konferensi Pers
menyatakan menyetujui beberapa perubahan dalam revisi UU KPK

v

17 September 2019: Pengesahan di pembicaraan tingkat |, kemudian
dibawa ke Badan Musyawarah Pimpinan DPR, dan kemudian
disahkan dalam Rapat Paripurna DPR yang hanya dihadiri 102

anggota (tidak kuorum)

v
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1 Oktober 2019: Pelantikan Anggota DPR RI Periode 2019-2024

v

3 Oktober 2019: Menteri Sekretaris negara, Pratikno menyatakan
draf RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002
Tentang KPK telah diserahkab ke Istana, tetapi ada banyak kesalahan
pengetikan sehingga dikembalikan ke DPR

v

17 Oktober 2019: UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua
atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK efektif berlaku tanpa
ditandatangani oleh Presiden dan kesalahan-kesalahan dalam

pengetikan diperbaiki sendiri oleh DPR tanpa melalui Sidang
Paripurna.

Sumber: Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik
Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK, Indonesia Corupption Wacth, him. 32

Berdasarkan analisis serta bagan diatas, menerangkan secara
jelas bagaimana UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK cacat secara formil
(Dalam proses pembentukannya) yakni pada tahap perencanaan,
penyusunan, serta tahap pembahasan. Maka dari itu, perlu dilakukan Uji
Formil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana wewenangnya.84 Faktanya,
telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan Perkara
Nomor  59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019,
71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019, dan 79/PUU-

XVI1/2019.

Tetapi, titik permasalahan dari pembahasan ini mengenai substansi

dari UU KPK terkait kewenangan Dewan Pengawas KPK. Namun, dari

184 pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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pemaparan diatas secara tidak langsung menggambarkan bagaimana
materi dari UU tersebut akan ditemukan permasalahan yang krusial,
sebab dalam proses pembentukannya saja telah ditemukan banyak
masalah, dalam hal ini tidak menjalankan proses pembentukan peraturan
perundang-undangan sebagaimana syarat-syaratnya jelas dituangkan
dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Pemberian Izin
Penyadapan, Penggeledahan, dan/ atau Penyitaan Terhadap

Proses Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dengan menelisik ke dalam Naskah Akedemik dari UU No. 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; yang kemudian
ditemukan adalah NA tahun 2011. Di dalamnya memprakarsai lahirnya
konsepsi tentang Dewan Pengawas dalam tubuh KPK, di sana akan
diperoleh premis awal bahwa alasan dibentuknya Dewan Pengawas KPK
yakni “Setiap lembaga harus dilakukan pengawasan untuk mencegah
terjadinya kesewenang-wenangan; setiap lembaga negara dilakukan
pengawasan oleh lembaga lain, hanya KPK yang tidak memiliki lembaga

pengawas”. &

185 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Tentang Perubahan Kedua
Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, DPR RI, him. 58
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Kemudian dijelaskan dalam NA tersebut bahwa “Tanpa
pengawasan yang efektif, KPK sangat rawan terhadap berbagai bentuk
penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dewan
Pengawas harus diberi wewenang untuk menjaga dan mengawasi agar
KPK benar-benar bertindak berdasarkan hukum dan peraturan yang
berlaku. la adalah penjaga rule of the game, pengawas kode etik dan
independensi KPK. Dewan tidak mentolerir underperformance dan segala
bentuk pelemahan internal KPK. la akan menindak penyidik dan penuntut
KPK yang melanggar SOP (standar operasional procedur) dan hukum
acara pidana dalam menangani suatu kasus. Karena itu, Dewan
berwenang melakukan evaluasi dan audit kinerja, juga menyarankan
correvtive action. Dewan Pengawas dapat menyelidiki mengapa pimpinan

KPK tidak segera menahan tersangka”.186

Salah satu kekeliruan yang sering hadir di tengah masyarakat
adalah ketika menganggap KPK tidak ada lembaga yang mengawasinya,
dan dengan kewenangan yang besar, acap kali disudutkan akan bertindak
sewenang-wenang seperti dapat melakukan penyadapan. Akhirnya
disimpulkan bahwa pengawasan yang ada di KPK belum cukup memadai.
Kemudian berujung pada revisi UU KPK dengan memasukkan struktur

kelembagaan Dewan Pengawas.

186 Ibid.
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Penting kiranya untuk menjelaskan bagaimana pengawasan
selama ini berlangsung di KPK pra revisi UU KPK. Setidaknya ada 6

(enam) pola pengawasan yang ada pada KPK pra revisi UU KPK.

Pertama, pada UU No. 30 Tahun 2002 pengawasan KPK
tercantum pada Pasal 20 Ayat (1) yang cukup tegas menyebutkan bahwa
“KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan
menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa
Keuangan”. Kemudian, pada Pasal 20 Ayat (2) disebutkan juga bahwa
“KPK bertanggung jawab kepada publik dengan cara menerbitkan laporan

tahunan dan membuka akses informasi”.

Dewan Perwakilan Rakyat misalnya, KPK hampir tidak pernah
asben ketika menghadiri Rapat Dengar Pendapat di Komisi Il DPR untuk
mempertanggung jawabkan kinerjanya secara berkala. Kemudian, dalam
putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 DPR pun dapat mengajukan hak
angket pada KPK. Dengan dasar itulah, pengawasan yang dilakukan DPR

tak sedikit pun berkurang bahkan bertambah.

Hal lain juga seperti disisi keuangan, KPK diawasi oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) sama halnya lembaga-lembaga lainnya. KPK
dalam kurung waktu 2014-2018 meraih penghargaan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari BPK selama 5 (lima) tahun berturut-turut.'®’

187 https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/576-lima-tahun-berturut-wtp-kpk-
perolehpenghargaan, Diakses Pada 14 Oktober 2020 Pukul 23:25 WITA

115


https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/576-lima-tahun-berturut-wtp-kpk-perolehpenghargaan
https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/576-lima-tahun-berturut-wtp-kpk-perolehpenghargaan

Berdasarkan pada Pasal 16 Ayat (1) UU No 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dijelaskan bahwa
syarat untuk meraih opini WTP ada empat kriteria yang mesti dipenuhi,
mulai dari kesesuaian dengan standar akutansi pemerintah, kecukupan
pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

efektivitas sistem pengandalian internal.

Kemudian, apakah KPK pernah memperoleh koreksi keuangan
oleh BPK? Jawabannya pernah. Hal ini terjadi pada tahun 2018 saat KPK
mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian.® Saat itu terdapat empat
permasalahan di KPK, yakni mekanisme pengelolaan barang rampasan
belum ditetapkan secara formal, pencatatan persediaan belum dilengkapi
dokumen pendukung yang memadai, barang rampasan yang telah
memiliki keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
belum dicatat dan nilainya belum diketahui, dan persediaan dihapus. Hal
ini menandakan bahwa KPK tak lepas dari pengawasan oleh BPK jika

terdapat ada kekeliruan yang mesti dikoreksi.

Pasal 26 ayat (2) huruf d UU No. 30 Tahun 2002 juga mengenal
Kedeputian Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Tugas bagian
ini adalah untuk mengawasi setiap tindakan dari insan pegawai dan
Pimpinan KPK agar tidak melanggar nilai-nilai yang tercantum dalam kode

etik. Data ICW menunjukkan dalam rentang waktu 2010-2018 setidaknya

188 https://money.kompas.com/read/2019/05/28/133900926/pupr-kemenpora-kpu-dan-kpk-
dapat-opini-wajar-dengan-pengecualian-dari-bpk, Diakses Pada 14 Oktober 2020 Pukul 23:34
WITA
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ada 19 dugaan pelanggaran kode etik di internal KPK. Bahkan dua
Komisioner KPK pernah tersandung persoalan etik, yakni Abraham
Samad (Ketua KPK 2011-2015) dan Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK
2015-2019).1%% Sampai saat ini diketehui belum pernah ada lembaga

negara yang pernah menjatuhkan sanksi terhadap pimpinan tertingginya.

Kedua, pengawasan KPK yang tidak tercantum pada UU No 30
Tahun 2002. Sebagaimana diketahui bahwa KPK yang merupakan
lembaga negara tak lepas dari pengawasan eksternal seperti
Ombudsman, utamanya perihal pelayanan publik. Hal ini terbukti ketika
KPK mendapatkan teguran dari Ombudsman terkait dengan dugaan
maladminstrasi pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan staf
pengamanan dan pengawalan tahanan KPK. Saat itu Ombudsman
menemukan Idrus Marham, tahanan kasus korupsi, tidak mengenakan
pakaian tahanan, tidak ada pemborgolan, leluasa menggunakan alat

komunikasi pribadi, dan berkeliaran di luar Rutan.

Ketiga, pengawasan penindakan kasus korupsi yang dilakukan
KPK. Rasanya pada bagian ini publik banyak mendapatkan informasi
yang keliru sehingga menimbulkan kesimpulan yang jauh dari
permasalahan sebenarnya. Penting untuk ditegaskan bahwa setiap
langkah penindakan KPK pada dasarnya diawasi langsung oleh lembaga

peradilan. Misalnya saja, setiap tindakan KPK berupa penetapan

189 https://nasional.tempo.co/read/1137510/catatan-19-dugaan-pelanggaran-kode-etik-internal-
kpk-versi-icw, Diakses Pada 14 Oktober 2020 Pukul 23: 42 WITA
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tersangka, penangkapan, dan penahanan yang tidak sesuai dengan
hukum acara dapat diajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam

Pasal 77 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Tidak hanya pada ranah penyidikan, akan tetapi pengawasan atas
kerja penindakan KPK juga terlihat ketika perkara sudah dilimpahkan ke
persidangan. Maka saat itu majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi yang akan mengoreksi baik dakwaan, pembuktian, dan tuntutan
KPK. Logika sederhananya ketika proses penindakan KPK keliru maka
sudah barang tentu majelis hakim akan menjatuhkan putusan bebas
kepada terdakwa. Namun, data KPK menunjukkan sebaliknya, sejak
2005- 2018 terdapat 578 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan

belum ada satu pun terdakwa yang divonis bebas di pengadilan.

Penyadapan yang dilakukan KPK pun diaudit rutin oleh
Kemenkominfo, namun sejak tahun 2009 proses itu terhenti karena
adanya putusan MK sebagaimana disebutkan sebelumnya. Akan tetapi
untuk meningkatkan pengawasan sewaktu-waktu Deputi Pengawas
Internal dan Pengaduan Masyarakat dapat melakukan audit atas

penyadapan yang dilakukan oleh KPK.

Untuk itu maka sebenarnya pembentukan Dewan Pengawas di
KPK tidak dibutuhkan. Sebab, setiap tindakan yang dilakukan oleh
lembaga anti rasuah itu telah diawasi oleh berbagai lembaga, baik

eksternal maupun internal. Upaya pemaksaan untuk membentuk Dewan
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Pengawas dapat dikatakan sebagai intervensi yang dilakukan Presiden

dan DPR terhadap penegakan hukum. Dewan Pengawas sendiri tidak

dikenal dalam sistem peradilan pidana sehingga tidak memungkinkan

memiliki otoritas untuk memberikan atau tidak memberikan izin tindakan

pro justitia. Lembaga yang berwenang atas kewenangan tersebut hanya

Pengadilan.!®® Sebagai

sebelum lahirnya Dewan Pengawas KPK:

Tabel. 5

berikut diklasifikasikan bentuk pengawasan

Model Pengawasan KPK Sebelum Hadirnya Dewan Pengawas

Bentuk Lembaga yang | Bentuk :
No . Regulasi
Pengawasan | Mengawasi Pengawasan
1 | Administrasi | Presiden, 1) Pelaporan 1) Pasal 7
DPR, dan tahunan kepada | Ayat (2) UU
Ombudsman Presiden dan KPK;
DPR;
2) Pasal 7
2) Pengawasan uu
Ombudsman; Ombudsman;
2 Keuangan BPK Pelaporan 1) Pasal 6
keuangan Ayat (1) UU
tahunan kepada | BPK
BPK
2) Pasal 15
huruf c UU
KPK
3 Politik DPR 1) Fungsi Pasal 69 UU

190 Kurnia Ramadhana, 2020, Pemantauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Desember
2019- Juni 2020, ICW & TlI, Jakarta, him. 29
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Anggaran MD3
2) Fungsi
Pengawasan
4 | Yudisial Pengadilan 1) Praperadilan 1) Pasal 77
KUHAP
2) Pengadilan
Tindak Pidana 2) Pasal 5
Korupsi uu
Pengadilan
Tindak
Pidana
Korupsi
5 Masyarakat - KPK bertanggung | Pasal 20 ayat
jawab kepada (1) UU KPK
publik atas
pelaksanaan
tugasnya
6 Internal Deputi Pemeriksaan 1) Pasal 26
Pengawas Dugaan ayat (2) UU
internal dan Pelanggaran KPK
Pengaduan Kode Etik
Masyarakat
2) Kode Etik
Pegawai KPK
3. Kode Etik
Pimpinan
KPK

Sebagaimana telah dipaparkan diatas Dewan Pengawas KPK

diatur dalam BAB VA Pasal 37A sampai Pasal 37G yang diantaranya
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mengatur tentang tujuan pembentukan, tugas, organ pelaksana, syarat-

syarat menjadi anggota, proses seleksi dan pengangkatan, mekanisme

pemberhentian, dan sumpah jabatan. Pada Pasal 37B menegaskan

Dewan Pengawas bertugas:*°?

a)
b)
c)

d)

f)

Mengawasi  pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi
Pemberantasan Korupsi;

Memberikan 1zin atau tidak memberikan izin penyadapan,
penggeledahan, dan/atau penyitaan;

Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi

Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai
adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pelanggaran ketentuan dalam
Undang-Undang ini;

Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan
pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi; dan

Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.

(2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara
berkala 1 (satu) tahun.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan
Rakyat Indonesia.

Jika dianalisis secara mendalam, tugas Dewan Pengawas diatas

sebenarnya hampir keseluruhan sudah tercantum dalam UU KPK No. 30

Tahun 2002. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembentukan Dewan

Pengawas tidak dibutuhkan sama sekali. Bahkan langkah DPR dan

Pemerintah untuk membentuk Lembaga Pengawas dalam tubuh KPK

sebagai kemunduran bagi penguatan pemberantasan korupsi.

191 pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019
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Perihal pengawasan pada tugas dan wewenang serta melakukan
evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK misalnya, hal ini sudah jelas
dituliskan pada bagian sebelumnya bahwa KPK diawasi cukup baik oleh
pihak eksternal maupun internal. DPR, Presiden, Lembaga Peradilan,
Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, Deputi Pengawas Internal dan
Pengaduan Masyarakat KPK, sampai masyarakat yang turut andil

mengawasi kinerja KPK.

Untuk menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai
KPK juga sebenarnya sudah lama memiliki aturan tersebut. Mulai dari
Peraturan KPK No 7 Tahun 2013 untuk setiap Pegawai KPK dan
Keputusan KPK No: KEP-06/P.KPK/02/2004 untuk Pimpinan KPK. Jadi,
dapat pula dikatakan bahwa dengan menambah kewenangan tersebut

kepada Dewan Pengawas adalah hal yang sia-sia.

Sedangkan soal menerima serta menindaklanjuti laporan dari
masyarakat serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan
pelanggaran kode etik juga telah diatur dalam UU KPK sebelumnya.
Keseluruhan proses tersebut telah diakomodir oleh Deputi Pengawas

Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Titik permasalahan pada bagian ini adalah menyoal kewenangan
Dewan Pengawas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin
penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Konsep ini merupakan

kekeliruan yang mendasar pada pola pikir pembentuk undang-undang.
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Akibat yang akan timbul, yakni proses penindakan tindak pidana korupsi

yang dilakukan oleh KPK akan melambat.

Sebelum menjelaskan lebih dalam hambatan yang akan ditemukan
dalam pemberantasan korupsi atas hadirnya Dewan Pengawas KPK
dengan kewenangan memberikan izin atau tidak memberikan izin upaya
paksa, perlu kiranya menganalisis kedudukan Dewan Pengawas KPK itu
sendiri. Paling tidak ada 3 (tiga) jenis pengawasan: Pertama, adalah
pengawasan internal yang berada dalam lembaga itu sendiri; Kedua,
pengawasan semi internal yaitu masih di dalam cabang kekuasaan yang
sama, tapi sudah menjadi lembaga tersendiri; Ketiga, Pengawasan
eksternal yang dimana betul-betul lembaga terpisah dari lembaga yang

diawasinya, bahkan tidak dalam cabang kekuasaan yang sama.

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK) menerangkan struktur

organisasi KPK terdiri atas:'°?

1) Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;

2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima)
orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

3) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan isi pasal diatas maka kita bisa menyimpulkan bahwa
Dewan Pengawas adalah pengawas semi internal dimana ia menjadi
lembaga tersendiri, namun masih dalam lingkup Komisi Pemberantasan
Korupsi. Makin dipertegas bahwa Dewan Pengawas adalah lembaga

tersendiri namun masih dalam lingkup KPK karena ketua dan anggotanya

192 pasal 21 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019
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diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.!®®* Dan
pemberhentian Dewan Pengawas KPK ditetapkan pula oleh yang

mengangkatnya.%

Jadi, dapat dikatakan bahwa secara horizontal Dewan Pengawas
KPK berkedudukan setara dengan Pimpinan KPK yang masih dalam
lingkup organisasi KPK dan secara vertikal Dewan Pengawas terkait
dengan salah satu cabang kekuasaan yakni Eksekutif. Mengapa Dewan
Pengawas punya hubungan dan keterkaitan dengan kekuasaan eksekutif
karena atas dasar siapa yang melantik dan siapa yang memberhentikan.
Sudah pula dijabarkan diatas bahwa Dewan Pengawas membuat laporan
pelaksanaan tugas secara berkala satu kali dalam satu tahun yang
disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan

Rakyat.*%

Kemudian dari kedudukan Dewan Pengawas sebagai jenis
pengawasan semi internal sebagaimana dijelaskan tersebut, hal ini
memperpanjang garis birokrasi dalam penanganan kasus tindak pidana
korupsi dan syarat akan intervensi terhadap kasus yang ditangani KPK
karena terkait dengan cabang kekuasaan lainnya yakni eksekutif. Sebab,
untuk melakukan proses upaya paksa (penyadapan, penggeledahan
dan/atau penyitaan) digantungkan pada instrumen izin yang menjadi

kewenangan Dewan Pengawas. Hal ini membuat kewenangan penyidik

193 pasal 37 E ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019
194 pasal 37 F ayat (4) UU No. 19 Tahun 2019
195 pasal 37 B ayat (3) UU No. 19 Tahun 2019
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KPK menjadi kewenangan relatif, karena dalam proses penyidikan dan
penyelidikan dilarang melakukan penyadapan, penggeledahan dan/atau
penyitaan sebelum adanya surat izin yang diberikan oleh Dewan
Pengawas KPK untuk melaksanakannya. Jadi, ketika penyidik melakukan
upaya paksa tanpa diberikan izin Dewan Pengawas terlebih dahulu, maka

tindakan upaya tersebut melawan hukum dan dianggap ilegal.

Secara konseptual, pengawasan hanya dalam bentuk monitoring
serta memberikan evaluasi terhadap kinerja Penyidik KPK dalam
menjalankan upaya penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi yang
ditanganinya. Dengan kewenangan yang ada pada Dewan Pengawas
KPK membuat kewenangan Penyidik KPK terhambat dikarenakan
penegakan hukum yang dilakukan tersebut digantukan pada instrumen
izin yang di mana koridornya terdapat pada administrasi negara bukan
pada koridor penegakan hukum, apalagi dalam kategori extraordinary

crime yang membutuhkan penanganan yang cepat.

Tidak ada penolakan dengan adanya lembaga pengawas untuk
menjamin check and balances, tetapi pertanyaan kritis yang perlu diajukan
apakah dengan hadirnya Dewan Pengawas disertai kewenangan yang
begitu besar akan menghambat kinerja KPK? Hal ini perlu terjawab

dengan analisis yang lebih mendalam.

Dalam hal pengawasan dan kontrol terhadap kinerja lembaga

negara ialah bagaimana sistem pengawasan itu dibangun, siapa yang
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mengawasi, bagaimana cara pengawasannya, dan kapan pengawasan
dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menegaskan perlunya ada
kejelasan tujuan pengawasan dalam sebuah tata kelola organisasi, karena
jika tidak ada kejelasan, maka pengawasan justru melahirkan masalah

baru bagi lembaga negara yang diawasi.

Semisal kekuasaan minus pengawasan maka akan cenderung
koruptif, sedangkan pengawasan yang berlebihan juga akan menimbulkan
intervensi terhadap kekuasaan. Idealnya, relasi fungsi pengawasan
dengan kekuasaan harus bersifat kooperatif, sehingga relasi yang
terbangun bukan relasi yang saling menegasi, melainkan saling kontrol
dan saling imbang (check and balances). Namun, konsep ideal tersebut
yang diharapkan eksis, kemungkinan melahirkan hubungan yang bukan

hubungan kooperatif, melainkan saling mengunci.*®
Tabel. 5

Empat Macam Relasi Kekuasaan

Relasi Yang Mengawasi
Kekuasaan g g
Lebih Lemah | Lebih Kuat Terbagi relatif sama
Yang diawasi : Saling
Kolutif Konfrontatif Saling . | Bekerja
Mengunci
sama

(Sumber: Indriyanto Seno Adji DKK, 2016, him. 133)

1% |ndriyanto Seno Adji DKK, Op. cit., him. 17
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Dalam konteks Dewan Pengawas yang mengawasi Pimpinan KPK
dan Pegawai KPK, yang timbul ialah relasi kekuasan konfrontatif, karena
Dewan Pengawas memegang kendali atas perkara yang akan ditangani
Penyidik KPK. Dalam hal ini Dewan Pengawas lebih kuat karena memiliki
kewenangan pro justitia dan dapat mengintervensi kasus yang ditangani
oleh Penyidik KPK dengan adanya gelar perkara terlebih dahulu.
Sedangkan Dewan Pengawas bukanlah penegak hukum tetapi hanya
Pejabat Administrasi yang bertugas untuk mengawasi tugas dan
wewenang Pimpinan dan Pegawai KPK agar tidak terjadi kesewenang-
wenangan dalam menangani perkara serta menindaklanjuti jika terjadi

pelanggaran etik baik Pimpinan maupun Pegawai KPK.

Jika memperbandingkan pada lembaga serupa di lingkup
penegakan hukum lain, semisal Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
dan Komisi Kejaksaan maka dengan mudah diketahui perbedaan
signifikan pada bagian tugas dan wewenangnya. Misalnya pada
Kompolnas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 sampai Pasal 6
Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian
Nasional, bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah
kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam

pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.t®’

Sedangkan Komisi Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan R,

197 pasal 4 Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional
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bertugas untuk melakukan melakukan pengawasan, pemantauan dan
penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai
Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik, melakukan
pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa
dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas
kedinasan, dan melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi
organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber

daya manusia di lingkungan Kejaksaan.'%

Dua lembaga tersebut yang memiliki kemiripan dengan Dewan
Pengawas KPK di atas sama sekali tidak mencampuri tindakan pro justita
baik yang dilakukan Kompolnas dan Komisi kejaksaan. Bahkan Pimpinan
instansi penegak hukum pun sifatnya hanya diberitahukan saja, bukan
juga diberikan kewenangan untuk mengizinkan atau membatalkannya.
Model seperti ini sudah dipertegas dalam ketentuan UNCAC (United

Nations Convention Against Corruption) Pasal 50 yang berbunyi:

Article 50.

Special investigative techniques 1. In order to combat
corruption effectively, each State Party shall, to the extent
permitted by the basic principles of its domestic legal system
and in accordance with the conditions prescribed by its
domestic law, take such measures as may be necessary,
within its means, to allow for the appropriate use by its
competent authorities of controlled delivery and, where it
deems appropriate, other special investigative techniques,
such as electronic or other forms of surveillance and

198 pasal 3 Huruf a-c
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undercover operations, within its territory, and to allow for the
admissibility in court of evidence derived therefrom.

(Teknik penyidikan khusus 1. Untuk memberantas korupsi
secara efektif, Negara Pihak wajib, sepanjang dimungkinkan
oleh prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasionalnya dan
berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum
nasionalnya, mengambil tindakan-tindakan yang perlu,
sesuai kemampuannya, untuk mengizinkan pejabat
berwenangnya menggunakan penyerahan terkendali dan,
sepanjang dianggap layak, teknik-teknik penyidikan khusus
lain, seperti pengintaian elektronik atau bentuk lain
pengintaian atau operasi rahasia, di dalam wilayahnya, dan
untuk memungkinkan agar bukti yang diperoleh dari kegiatan
itu diterima oleh pengadilan.)

Pada ketentuan UNCAC itu mengatur bahwa setiap negara harus
memepertimbangkan untuk melakukan model investigasi khusus ketika
menangani kejahatan korupsi. Salah satunya adalah metode penyadapan,
sehingga dengan logika seperti itu setiap tindakan pro justitia seperti
penyadapan tidak lagi memerlukan izin dari atasan penegak hukum,
cukup hanya penyidik saja. Sifat kerahasian itu yang menjadikan

kemandirian dari penyidik amat dibutuhkan.

Tetapi, bagaimanapun juga Dewan Pengawas KPK memiliki
kelebihan secara konseptual yakni dengan keberadaan Dewan Pengawas
di dalam struktur KPK, membuat penyidik lebih berhati-hati dalam
melakukan penyadapan, penggeledahan dan/ atau penyitaan karena
harus ada pengawasan diawal sebelum melakukan upaya paksa tersebut.
Agar izin yang dikeluarkan menjamin tersangka yang terlibat kasus

korupsi dikedepankan hak asasinya sebagaimana asas dalam UU a quo.
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Namun, KPK dimandatkan untuk memberantas kejahatan korupsi
yang Dbersifat extraordinary dan membutuhkan kecepatan dalam
menangani sebuah perkara maka mekanisme perizinan yang dikeluarkan
oleh Dewan Pengawas KPK sama sekali tidak dibutuhkan karena akan
menghambat kinerja Penindakan kasus yang ditangani KPK. Kemudian
akan dijelaskan prosedur pemberian izin upaya paksa oleh Dewan

Pengawas mulai dari izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

a. Prosedur Pemberian Izin Penyadapan oleh Dewan Pengawas KPK

Kewenangan penyadapan KPK selama ini diatur dalam Pasal 12
ayat (1) huruf a UU No 30 Tahun 2002. Sebagaimana diketahui bahwa
proses perizinan penyadapan KPK hanya sampai pada tingkat lima
Pimpinan KPK, kemudian dikeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik)
atau surat perintah  penyelidikan (sprinlidik). Namun dengan
diundangkannya UU No. 19 Tahun 2019 maka proses itu semakin

panjang dan birokratis, sebab harus melalui Dewan Pengawas.

Kewenangan penyadapan KPK oleh sebagian pihak dianggap
sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena dengan adanya
penyadapan tersebut orang merasa terzalimi dan diganggu kehidupan

privasinya.

Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena
kewenangan penyadapan KPK tersebut secara normatif sudah memiliki

dasar hukum yang jelas, baik berupa Pasal 12 Ayat (1) UU KPK, Pasal 31
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Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Pasal 40 UU
Telekomunikasi, Pasal 28 J UUD NRI 1945, Pasal 73 Undang-Undang
No0.39 Tahun 1999 dan Permen No. 11 Tahun 2006, serta tidak pula

bertentangan dengan Konvensi HAM Internasional.

Pasal 1 Ayat (5) UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi mendefinisikan penyadapan sebagai:

‘Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat
transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi,
jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio
frekuensi maupun alat elektronik lainnya.”

Dalam rangka pemberantasan korupsi, maka undang-undang
memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019

Tentang KPK yang menyatakan bahwa:

‘Dalarn melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.”

Penyadapan yang terkait dengan penanganan tindak pidana
korupsi secara teknis berdasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor: 11/Per/M.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis

Penyadapan Terhadap Informasi.

Melalui perangkat penyadapan informasi. Dalam lawful interception
ini, penyelenggara telekomunikasi berkewajiban untuk membantu kerja

aparat penegak hukum. Kewajiban ini terlihat antara lain melalui

131



kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk memberi bantuan
informasi teknis yang diperlukan aparat penegak hukum, termasuk
standar teknik, konfigurasi, dan kemampuan perangkat antar muka
(interface) milik penyelenggara telekomunikasi yang disiapkan untuk

disambungkan dengan sistem pusat pemantuan (monitoring centre).

Mekanisme penyadapan terhadap telekomunikasi oleh aparat
penegak hukum KPK dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional
Prosedur (SOP), yang ditetapkan oleh KPK dan diberitahukan secara
tertulis kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. KPK mengirim
identifikasi sasaran yang hendak disadap alat komunikasinya kepada
penyelenggara telekomunikasi, yang mana pelaksanaan pengiriman
identifikasi sasaran sebagaimana dimaksud dilakukan secara elektronis
(dalam hal sarana elektronis tidak tersedia dilakukan secara non
elektronis).’®® Pengambilan data dan informasi hasil penyadapan
informasi secara sah dilakukan secara langsung oleh aparat penegak
hukum berdasarkan SOP dengan tidak mengganggu kelancaran

telekomunikasi dari pengguna telekomunikasi.

Dalam hal penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia, ketika
penyadapan itu dilakukan oleh aparat negara dan kewenangan tersebut
secara jelas diberikan oleh undang-undang disertai batasan-batasannya
hanya untuk penegakan hukum dan dilengkapi dengan SOP. Maka dari

itu, tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidak melanggar HAM.

199 Bibit S. Rianto, 2009, Korupsi Go To Hell, Mizan Publica, Bandung, him. 73
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Kemudian, setelah mengetahui bahwa kewenangan penyadapan
yang dilakukan KPK tidak melanggar hukum dan HAM maka perlu untuk

mengetahui mekanisme pemberian izin penyadapan.

Dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Kemudian,
penyadapan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari
Dewan Pengawas.?® Untuk mendapatkan izin penyadapan tersebut,
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan permintaan secara
tertulis kepada Dewan Pengawas dan Penyidik langsung membawa
permintaan izin tersebut ke Dewan Pengawas yang diterima oleh Kepala
Sekretariat Dewan Pengawas. Kemudian, setelah itu langsung dilakukan
gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas. Menurut Albertina Ho,
setelah melakukan gelar perkara, Dewan Pengawas akan memberikan
pendapat untuk menentukan setuju diberikan izin penyadapan atau tidak.
Jika gelar perkara disetujui, Dewan Pengawas akan langsung menyusun
izin penyadapan. Namun, jika tidak disetujui, akan dibuat surat penolakan
oleh Dewan Pengawas.?®’ Dewan Pengawas dapat memberikan izin
tertulis terhadap permintaan izin paling lama 1x24 (satu kali dua puluh
empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.?®? Albertina Ho juga
menekankan, agar surat permohonan izin penyadapan dapat disetujui,

penyidik harus menyertakan surat perintah penyidikan (sprindik) atau

200 yndang-Undang No. 19 Tahun 2019 Pasal 12B Ayat 1
201 Hasil Wawancara bersama Albertina Ho Pada Tanggal 30 Juni 2020 Pukul 13:30 WITA
202 yndang-Undang No. 19 Tahun 2019 Pasal 12B Ayat 3
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surat perintah penyelidikan (sprinlidik). Kemudian, mencantumkan nomor
telepon orang yang akan disadap disertai uraian singkat perkara, serta

alasan dilakukan penyadapan.?3

Jika dalam hal ini Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, maka penyadapan dapat
dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima

dan dapat pula diperpanjang 1 (satu) kali untuk janka waktu yang sama.?%*

Setelah itu, Penyelidik dan Penyidik melaporkan penyadapan yang
sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
secara berkala. Jika penyadapan telah selesai dilaksanakan, maka harus
dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan

selesai dilaksanakan.

Hasil penyadapan yang diperoleh tersebut bersifat rahasia dan
hanya untuk kepentingan peradilan dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi.?® Jika ada hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak
pidana korupsi yang sedang ditangani KPK maka wajib dimusnahkan
seketika.?®® Sampai dengan hari ini, izin penyadapan yang diberikan

sekitar 50 (lima puluh) kepada penyidik KPK, tetapi tidak semua

203 Hasil Wawancara bersama Albertina Ho

204 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Pasal 12B Ayat 4
205 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Pasal 12D Ayat 1
206 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Pasal 12D Ayat 2
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permintaan izin dikabulkan oleh Dewan Pengawas KPK.2%” Kemudian

prosedurnya dapat dirumuskan dalam sebuah bagan sebagai berikut:

Bagan. 2

Prosedur Pemberian Izin

Penyadapan
Pimpinan KPK Mengirim Penyidik Membawa
Permintaan Izin Secara Permintaan Izin ke DEWAS
Tertulis KPK
Diterima oleh Kepala Kepada Kepala Sekretariat
Sekretariat Dewan Pengawas Dewan Pengawas

Dewan Pengawas

Dilakukan Gelar Perkara — Memberikan Pendapat
. . . h
Gelar Perkara Disetuiui [ Gelar Perkara tidak Disetujui

J )
Dewan Pengawas Menyusun
17in I1zin Tidak Diberikan/ Ditolak

v

Izin Dikeluarkan dalam
kurung waktu 1 x 24 jam

v

Izin Diberikan

Sumber: UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK & Rapat Komisi Il bersama Pimpinan dan
Dewan Pengawas KPK

207 Hasil Wawancara bersama Albertina Ho
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Dengan bagan diatas, terlihat bahwa untuk mendapatkan izin
penyadapan terlebih dahulu penyidik melakukan gelar perkara di hadapan
Dewan Pengawas. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian
kegiatan dari penyidikan Pasal 15 Perkapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang
Menajemen Penyidik Tindak Pidana. Gelar perkara juga bagian dari
proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice
system). Gelar perkara terbagi atas 2 (dua), gelar perkara biasa dan
khusus. Gelar perkara biasa dilaksanakan dengan tahap: awal proses

penyidikan, pertengahan proses penyidikan, akhir proses penyidikan.2%®

Dalam konteks gelar perkara yang dilakukan penyidik KPK ialah
gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan yang di mana bertujuan

untuk:20°

1) Menentukan status perkara pidana atau bukan;

2) Merumuskan rencana penyidikan;

3) Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
4) Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;

5) Menentukan target waktu; dan

6) Penerapan teknik dan taktik penyidikan

Berdasarkan bagan diatas pula, kita dapat melihat panjangnya
proses dilalui penyidik untuk melakukan penyadapan atas kasus yang ia
akan tangani. Hal ini membuat terganggunya independensi KPK
melakukan penyadapan karena harus terlebih dahulu melakukan gelar

perkara serta harus memperoleh izin dewan pengawas. Padahal

208 Sovia Hasanah, “Gelar Perkara dan Seluk Beluknya”
(https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It582d807d2f16c/gelar-perkara-dan-seluk-
beluknya/, Diakses Pada 22 oktober 2020)

209 pasal 70 Ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2012
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independensi KPK melakukan penyadapan selama ini terbukti berhasil
membongkar kasus-kasus korupsi yang berujung pada operasi tangkap
tangan dan diputus bersalah. Hal Ini akan menghambat penyidik KPK
untuk memperoleh alat bukti. Padahal dalam mengungkap terjadinya
suatu tindak pidana haruslah didukung dengan alat-alat bukti yang
didapatkan di tempat kejadian perkara. Demikian juga dengan tindak
pidana korupsi. KUHAP Pasal 184 Ayat (1) menentukan bahwa alat-alat

bukti yang sah terdiri dari:

a) keterangan saksi;

b) keterangan ahli;

C) surat;

d) petunjuk;

e) keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti ini dipakai untuk mengungkap kebenaran suatu

tindak pidana yang diduga telah terjadi.

Apabila melihat ketentuan Pasal 184 KUHAP diatas, maka hasil
penyadapan bukan merupakan salah satu dari alat bukti yang diakui
secara sah oleh hukum. Namun, hasil penyadapan atau rekaman
pembicaraan ini diklasifikasikan sebagai alat bukti petunjuk.
Pengkategorian hasil penyadapan atau rekaman pembicaraan yang
dilakukan KPK ke dalam alat bukti petunjuk sesuai dengan ketentuan UU
No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26A yang

disebutkan bahwa:
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“‘Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak
pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim,
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau
yang serupa dengan itu; dan

b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat
dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan
dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di
atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang
terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang
memiliki makna.”

Dari bunyi ketentuan Pasal 26A UU No. 20 tahun 2001 tentang
Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, maka hasil penyadapan atau rekaman sebagai alat bukti

diakui keberadaannya secara sah.

Pengajuan alat bukti rekaman sebagai hasil penyadapan digunakan
oleh KPK untuk membuktikan peristiwa-peristiwva atau fakta-fakta yang
berkenaan dengan kasus tindak pidana korupsi di sidang pengadilan.
Penggunaan alat bukti rekaman suara yang dilakukan oleh jaksa KPK
adalah untuk menunjukkan kepada hakim bahwa terdakwa telah
melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya. Rekaman suara

merupakan hasil penyadapan yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

Kemudian, dengan mekanisme penyadapan yang ada pada UU No.
19 Tahun 2019 Tentang KPK terbukti menghambat proses Operasi
Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK dengan merosot tajamnya

OTT pada tahun 2020 sejumlah 3 OTT. Di mana tahun sebelumnya
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terdapat 21 OTT di tahun 2019; 30 OTT 2018; 19 OTT 2017; 17 OTT
2016; 5 OTT 2015; 5 OTT 2014; 10 OTT 2013; 4 OTT 2012; dan 6 OTT

2011 yang bisa dilihat pada tabel berikut:?°

Tabel. 6

Jumlah OTT KPK Tahun 2011-2020

140

121

120

100

80

Jumlah

60 H Jumlah OTT

40 B Jumlah Tersangka

20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tahun

Oleh karena data serta analitis tersebut, maka dengan mandat
yang telah diberikan oleh KPK untuk memberantas kejahatan korupsi
yang bersifat extraordinary dan membutuhkan kecepatan dalam
menangani sebuah perkara maka mekanisme perizinan tersebut sama
sekali tidak dibutuhkan dikarenakan menghambat kinerja penegakan
kasus tindak pidana korupsi karena perlu memperoleh izin serta

melakukan gelar perkara dihadapan Dewan Pengawas KPK.

b. Prosedur Pemberian l1zin Penggeledahan dan Penyitaan oleh

Dewan Pengawas KPK

210 Djolah dari Laporan Tahunan KPK Pada Tahun 2011-2020
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Pada Pasal 47 UU No. 19 Tahun 2019 menjelaskan “Dalam proses
penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas
izin tertulis dari Dewan Pengawas”. Pasal inilah menjadi dasar hukum atas
wewenang penyidik KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan yang

terlebih dulu harus memperoleh izin dari Dewan Pengawas.

Berbeda dengan pemberian izin penyadapan, Albertina Ho
menyebutkan, permohonan izin penggeledahan dan penyitaan hanya
membutuhkan pengajuan surat izin tanpa adanya gelar perkara yang
dilakukan oleh penyidik.?2!! Sama dengan prosedur pemberian izin
penyadapan, Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak
memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin 1x24 (satu kali dua
puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan, setelah itu masing-
masing Dewan Pengawas memberikan pendapat, tetapi sebelum izin
diajuakan terlebih dahulu ada laporan hasil analisa yang dibuat oleh
Kelompok Jabatan Fungsional. Kalau pendapatnya menyetujui akan
diterbitkan izin penggeledahan atau penyitaan, kalau pendapatnya ditolak
maka akan dikeluarkan surat penolakan izin, dan kadang-kadang terjadi
izin diberikan tidak seluruhnya, misalnya permohonan sita ada dua puluh
jenis barang yang akan disita tetapi yang disetujui hanya lima belas jenis
barang. Sama halnya juga dalam penggeledahan, misalnya ada dua puluh

rumah atau bangunan tertutup yang akan digeledah, maka izin yang

211 Hasil Wawancara bersama Albertina Ho
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diberikan hanya sekitar lima belas bangunan ungkap Albertina Ho.?'?
Kemudian Albertina Ho mengatakan, bahwa izin Penyitaan yang diberikan
Dewan Pengawas KPK sudah diatas 100 (seratus) dan Penggeledahan

sekitar 30 (tiga puluh) izin yang dikeluarkan.?!3

Dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan, wajib membuat
berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan
penyitaan paling sedikit memuat sebagai berikut:?'#

1) Nama, jenis dan jumlah barang atau benda berharga lain yang
digeledah dan disita

2) Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun
dilakukan penggeledahan dan penyitaan

3) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau
benda berharga lain tersebut

4) Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan
penggeledahan dan penyitaan

5) Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang
menguasai barang tersebut.

Kemudian, salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan
disampaikan kepada tersangka atau keluarga dari tersangka. Kemudian
hasil dari penggeledahan dan penyitaan akan dilakukan pelelangan sesuai

dengan Peraturan Pemerintah.?!®

Pendapat yang diberikan oleh Dewan Pengawas akan disepakati
secara musyawarah atau bersifat kolektif kolegial. Tetapi jika terjadi
perbedaan pendapat di dalam pendapat para Dewan Pengawas maka

akan diambil suara terbanyak.2%®

212 Hasil Wawancara bersama Albertina Ho

213 Hasil Wawancara bersama Albertina Ho

214 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 3
215 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Pasal 47A

216 \WWawancara dengan Albertina Ho
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Dari pemaparan diatas, dengan adanya instrumen izin sebelum
melakukan  penggeledahan dan penyitaan, ini  menghilangkan
independensi penyidik dalam melakukan upaya paksa tersebut. Karena
pada realitanya Dewan Pengawas KPK bisa menentukan hanya beberapa
barang yang bisa disita atau digeledah yang ada dalam permohonan izin

penyidik.

Kemudian, perlu diketahui bahwa tipe dari para pelaku korupsi
selalu mempunyai cara untuk menyembunyikan bukti kejahatannya.
Sehingga jika harus kembali dengan mekanisme perizinan oleh Dewan
Pengawas maka dapat dikatakan aturan tersebut ingin mengembalikan
makna kejahatan korupsi sebagai kejahatan biasa bukan kejahatan yang
luar biasa lagi. Ini jelas menghambat proses menemukan alat bukti ketika
mesti memperoleh izin terlebih dahulu dari Dewan Pengawas. Dan ketika
terjadi tangkap tangan Penyidik tidak boleh melakukan menggeledah atau
menyita barang tertentu langsung tanpa ada izin dari Dewan Pengawas.
Oleh karena itu, instrumen izin yang menjadi wewenang Dewan
Pengawas sudah jelas menghambat pemberantasan dan pengungkapan
kasus korupsi serta memperpanjang garis birokrasi dalam penanganan

kasus tindak pidana korupsi.
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